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REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA:
KASUS PUSONG DAN WILAYAH SEKITARNYA

Seperti disebutkan sehglum_nya bahwa tahapan penanganan- bencana gempa
bumi dan gelombang tsunami di NAD setelah tahapan tanggap darurat adalah tahapan
rehabilitasi dan rekonstruksi. Jika dilihat’ dan tcrminologi-yang' digunakan, kedua
tahapan ini dimaksudkan sebagai. tindakan pemulihan atau dikenal juga dengan
sebutan “‘recover}"';. Rchabilitasi. adalah / terminologi “yang d‘iiujukan untuk
mengembalikan fungsi '“sésuatu” yang-keadaannya terganggu atau rusak akibat
bencana yang térjadi’ dengan-jalan memperbaiki-atau mengaktifkan-kembali-sesuatu
tersebut: Sesuatu yang dimaksud di s bisa berupa bf:nda material seperti‘rumah,
banguzila.n kantor, sekolahan dil. Namun demikjan hal-hal Iaihnya-_ vang bersifat-non-
meteri seperti, niai, 1de dancaktifitas sosial. juga, merupakan ‘bagian, yang bisa
dipengaruhi olefs bencana. Kdrenanya. rehabilitasi di'bidang vang demikian ini Juga
pertu diperhatikan. '

Adapun terminologi rekonstruksi ditujukan untuk sebuah kegiatan atau upaya
membangun-kembali sesuatu yang hancur, rusak t_otai atau yang musnah akibat dari
dampak bencana alam. Model konstruksi yang dilakukan” dalam sebuah kegiatan
rekonstrukst bisa sama dan sesuai dengan model sebelum wilayah tersebut terkena
bencana némun bisa juga berbeda. Oleh karenmanva, proses rehabilitasi dan

rekonstruks: berpotensi mengintrodusir nilai-nilai baru.
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Berdasarkan identifikasi dan aktualitas kondisi real di lapangan, akhirnya saya
berpendapat paling tidak terdapat enam aspek kehidupan, yaitu menyangkut aspek:
perumahan dan air bersth, jatah hidup (selanjutnya disingkat JADUP), pendidikan,
kesehatan, perekonomian dan layanan dokumen kepemilikan. Keenam isu ini menjadi
sebuah’isu sentral yang. selama kurun Waktu Maret 2005 sarpai.dengan aﬁ'a'l tahun
2006 menjadi sorot perhatian.

Gambaran berikut ini-perlu dilakukan sebagai sebuah upaya uhtuk menilai
tahapari kemajuan masa rehabilitasi dan rekonstruksi yang terjadi,; Adapun relevansi
pemaparan keenam aspek tersebut diatas dengan studi ini adalah, bahwa gambaran
terhadap: hal-hat " tersebut “akan «berguna éeb_a'gai identifikasi - awal atas proses
rehabilitasi daﬁ Tekonstruksi - yang: berlangsung. " Proses identifikasi - ini. akan
mem pennuda.h upaya pendeskripsian perari perempuan pada-_seﬁap aspek nantinya.

Cakupan wi!ay’ah. perhatian yang meliputi Kota Lhokseumawe dan Kabupaten
Aceh Utara untuk keenam aspek yang dirchabilités‘i' dan dirgkonstruksi . dimaksudkan
untuk ‘melihat secara umum proses “reécovery”’ yang ber’lang'suﬁg. Tidak itu saja,
pembatasan wilayah perhatian ini akan membantu upaya kompari atas apa yang

terjadi di Pusong dengan wilayah lainnya di sekitar Lhokseumawe dan Aeeh Utara

5.1. Réhabilitasi dan Rekonstruksi di Bidang Pendidikag
5.1.1. Keadaan ketersediaan pelayanan
a. Perspektif Penyedia layanan
Program pendidikan dasar dan menengah hampir tidak mengalami rﬁasalah

karena banyaknva lembaga penyedia layanan yang bergeré.k di. bidang pendidikan.



Rata-rata orientasi pendidikan vang diterapkan adalah membangun sistem pelayanan
pendidikan yang bersifat reguler, kepada anak-anak korban tsunami. Namun pola ini
akhirnya memakan kotban, dengan banyaknya siswa Aceh yang tidak lulus UAN (42
persen untuk seluruh NAD, dan tempat yang terparah adalah di daerah-daerah
tsunami): Seharusriya sejak-awal telah diupayakan sistem pendidikan darurat atay luar
biasa bagi korban tsunami, baik untuk kepentingan akselérasi. “strategi komunikast,
pemulihan” psikologi  korban. " sistem” pendidikan “lunak (soft-pedagogysystem),
pendidikiin rekieatif; dil). Haya' Saja program il belurh sepenuhinya bisa ferlaksana
dengan baik. Perbaikan gedung-gedung sekolah SD dan‘ISMP yang rusak- telah
dilaksanakan di beberapa gampong dengan cararelokasi gedung sekolahan. Namun
demikian sarana dan prasarana vang ada saat thi-masih belum memadaic Im. dapat
dilthat dan belum adanya antisipasi b_ﬁgf anak-anak yang bérsekolah jaut_i dan
barak/tenda pengungsianﬁ'ya. Sepgrti .penyediaan alat. transportas: atau biaya
transportasi tambahan bagi anak-anak korban tsuna_mi Hal ini telah d‘i‘l_,akukan di
beberapa tempat seperti di barak Seunodon; namun masih belum memadai.

Sampai saat im belum ada data pasti tentang seberapa besar dana yang telah
dioperasionalisasikan. Menurut. KBDK (Komite - Darurat Kemanusig_anj, dana
pendidikan termasuk " yang. sulit diakses_ Diketahui ada “beberapa ﬁfoyek yang
mcnangani masalah ‘pembangunan sckoi_a'h seperti SD “di | Tanah Pasir, ~vang
memanfaatkan , dana dari “bantuan- Pemda Batam 'yang  dikerjakafi'‘oleh-Dinas
Pendidikan yang ternyata ada kelebihan anggaran Rp. 200 juta, dan ‘tidak diketahui
rimbanyia; Masalah yang ﬁa’ling mencolok-adalah kinerja Kepala Dinas Propinsi NAD

yang bukan berasal dari latar belakang pendidikan, schingga tidak ada manajemen
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yang baik dan integratif dalam proses penanganan. Disfungsi manajemen dan kinerja
ini berimbas hingga ke daerah tingkat dua, Dinas Pendidikan seperti hanya reaktif
terhadap program vang ada, dan tidak memiliki perencanaan dan strategi pelaksanaan
proses rekonstruksi dan rehabilitasi yang terarah dan jelas.

Maéalah personel tenaga pendf‘d'i-kan' juga terkgﬁda_.i'a, t’erutéma unltuk. honor
para ‘pengajar. Banyak guru pendidikan' yang menjalani peran edukasi-hanya
berdasarkan kerelaan saja, rasa kasihan jika Iana.k—_ag_ak- tersebut tidak mendapatkan
pcndidikaﬁ vang ‘cukup. Provek bantuan pen&idikan bagi. guru honor diri Dinas
Pendidikan Pusat dan }-akéna telah berhienti,_dan hal itu sangat-mengganggu proses

keberlangsungan pendidikan anak-apak untuk jangka panjang.

b. Perspektif Masyal_'akaf | |

Layanan pendidikan dasar (tingkat SD:.dan SMP) sejauh un tidak mengalami
perubahan yang berarti. Be_b_erap_a bangunan sekolah dasar dan-menengah yang
hancuy dan rusak akibat sapuan gelombang tsunami di wilayahjAceh Utara telah dan
sedang diperbaiki dan dibangun. Di beberapa barak pengﬁngsi .-'yang terletztk. agak
jauh dari sekolah telah disediakan bus anak sekolah (kasus Seunodon), namun jumlah
dan kondisi bus dirasa befam memadat, Sedangkan otk pembangmiaﬁ sarana
pendidi‘kem Kota Lhokseumawe sejauh”ini tidak ada yang bérarti, sebab hanya
sebagian- keeil «dari_bangunan sekolah Saja yang mengalami dampak dari bencana
gempa dan’tsunami yang ferjadl. Bantuan pendidikan’ jainnya yang diakui oleh
sebagian. besar infonﬁan adalah bantuar’ peralatan dan perlengkapan sekolah’ dari

beberapa lembaga (batk LSM maupun pemerintah), Beberapa Dayah/Pesantren juga
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bersedia menampung dan menggratiskan biaya pendidikan bagi anak-anak korban
tsunami.

Layanan pendidikan baru yang ditemukan di beberapa barak pengungsian dan
di beberapa gampong adalah taman bermain anak (selanjutnya disingkat TBA).
Layanan pcndidikan TBA ini .}ne‘r.nang“ccndemng dfpe@tukkaﬂ. .b'ag.i anak-anak usia
dini. LSM yang menyediakan layanan i diantaranya adalah'Save The Children dan
YEU. Kualitas pelayanan TBA vl para informan dirasakan sangat membantu anak-
anak mereka untuk kembali tertawa dan'bergcm_bfra melatui permainan. .

fPada bcberaﬁa; tempat para korban bencana juga masih harus membayar uang
sekolah dan _iuran pembangunan sekolah (BP). Kebgradaan bangunan sekolah (SD
dan SMP) yang baru oleh sebagianinforman yang memiliks anak jelas--rﬁ'empakan hal
yang ihenggembirakén. ‘Hanya saja perbéik:_&n bangunan fisik ternyata tidak dib’érengi
dengan perbaikan muru sekolgh. Oleh sebag.ian informan hal int dapat dilihat dari
tidak adanya- kebijakan pcnmnbéhan guru bantu di-sekolah-sekolah vang telah
dibangun, ’fidak hanya, itu; .oleh scbagia_n kecil informan perbaikan gedung sekolah
(SD dan SMP) tidak memiliki pengaruh apa-apa bagi anak-anak mereka, sebab
sebelum "tsunami-ficlanda, emak-anak mereka juga tidak sekolah. Parainforman
melihat pe‘rbéljkan g‘edung_ s&olah (SD."d_a'n SMP) yang rusak dilakukan dalam waktu
yang .relatif singkat- sebagai sesuatu ‘yang batk. Hanya saja ketika layanan
pembangunan: sekolah menjadi ‘lebih baik tanpa kemudian didukung déngan’ upaya
peningkatan kualitashya maka hal itd dirasakan oleh para qub_an masih 'kufang,

- Bantuan peralatan/perlengkapan sckélah dan pemh.angunan TBA dirasakan

sangat berguna untuk meringankan beban orang wa. Dari berbagai wawancara yang
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dilakukan tidak ditemukan adanya inisiatif dan kontribusi penduduk untuk
mendukung layanan pendidikan yang ada. Namun demikian di beberapa gampong/
barak pengungsian terdapat beberapa orang pengungsi yang dengan sukarela menjadi
gurue mengaji bagi anak-anak korban bencana.

Selain tersedianya layanan pendidikan formal, layanan peudidikan mformal
juga ditemukan di béberapa barak pengungsian termasuk di barak Pusong. Pibarak
Mon Geudong terdapat sanggar pendidikan anak vang dikelola oleh sebuah LSM.
Fokus Kot Sanpenr i dialsle tanberiail pendiiiiin i atihan séni. serta

pendidikan alternatif |

5.1.2. Keadaauw keterjangkouan pelayanan
a. Perspektif Penyedia: l,'ayﬁnan |

\ Menurut kalangan .pemerintah, ti_da.k*terdapat mekanisme ‘yang jcl_as tentang
penyebar}uasaﬁ : inﬁ;ﬁnasi seputar layanan pendidikan. Informasi tentang pendidikan
tidak didapatkan dari‘samber resmi (pemierintah dan Dinas Pendidikan), tapi ada juga
mclalui:orang per orang, atau bantuan CSMyasing. Saat ini di Aceh Utara dan kota
Lhokseumawe terutama unfuk-kawasan Pusong, tidak terdapat sckolah darurat.
Sekolah darurat harnya ada‘pada masa e&wrgem_*_t .Kebijak.an subsidt dalam penentuan
biaya dan pemberian- beasiswa kepada siswa, selama ini telah ada dan pofanya
diserahkan “kepada masing-masing ‘lembaga pendidikan atau sekelah Hanya saja
untuk saat ini program subsidi dan atap beasiswa lebilt' ditekankan keﬁada korban
tsunami: Pemberian Beasis'Wa dipe‘rumukkan terutama bagi mereka yang kehilangan

orang tuanya atau kehilangan rumah,, Namun: kebanyakan program bea siswa juga
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diberikan oleh LSM atau lembaga-lembaga non pemerintah seperti SCTV, Indosiar,

LSM asing, Unicef, dsb.

b. Perspektif Masyarakat

/ Informasi mengenal Iayahan pm(_ii'dikz‘-m selama. ini _haﬁf.a diberolﬁh dari
banyak pihak, akibatnyé sering sekali| terfadi penambahan dan pengurangan
informasi ‘Cleuchik dan aparatiir ampong masih méhjadi pihak yang dominan dalam
menyampatkan mformasi, tentatig layaqa_n pendidikén'yar_lg_ ada.-Adakalanya koran
juga 'menjadi sumber informasi menyangkut keberadaan _.Iayaﬁan pendidikaﬁ yang
sedang bﬁr[angspng.- Layanan pendidikan dasar yang tersedia Sejauh- ini~masih bisa
diakses walaupun di beberapa .desa para pe'ngungsi hams mrengeliarkan. biaya
tambahan sebagai -biaya'. transportas'i;.' Ketidakmampuan 'mcngcluark’an biaya
transp(j'ﬁasi dan biava la_fimya untuk 'sékdl.ah yang dibut’uhkan biasanya diatasi
dengan tida_kl menyuruh anak I_)eréngkai sekolah dan 'é_lau cara meminjam. uang kepada
kera.bat.y’éng dianggap'mampu. Setahu para k_-oﬂaan, saat ini d¥ kawasan Aceh-U_tara

tidak ditemukan sekolah darurat.

5.1.3. Keadaan kas‘étqman pelayanan
a. Perspektif Penyedia layanan

Selama ,ini’ pemerintalt'melaiul dinas terkait"tidak permah-memberlakukan
adanya kebijakan untuk men;berik'an !ayapan,y_é.hg berbéda pada kélompok tertentu
diantara para pengung;si Khﬁsus untuk anak-anak yatim-piatujaminan pendidikﬁnnya

diantisipasi dengan mendoreng atau mempermudah, pengadopsian mereka oleh yang
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peduli. Sejauh ini program umum untuk anak yatim-piatu dan anak cacat di bidang
pendidikan hanvalah bantuan pendidikan dan pemondokan gratis, seperti yang
dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah. Namun pola ini tidak diadopsi oleh Dinas

Pendidikan.

b. Perspektif Masyarakat

Berdasai_kan hasil wawancara di lapangan tidak diperolel-adanya-indikasi
pengistimewaaﬁ dalam pembeﬁan layanan pendidikén, apalagi -upaya mémper._sulit
kelompak fertentu. Sebagian informan mengatakan bahwa mereka belum mengetahui
tentang adanya: ‘bantuan beasiswa: Khusus untuk. anak 8D dan ‘SMP: ‘Layanan
pendidikan untuk anak-anak cacat dan-anak-anak tanpa orang tua/walt masih-terkesan
kurang -dipeduiikan. Ini didasarkan atas .;.}engakuan sebagian mforman “yang
mengatakan, bahwa bantuan untuk anak-anak cacat dan anak. yatim/piatu- masih
bersifat bantuan .temporer dan,, belum ada y:ang bersifat permanen térutama
menyangkut biaya pendidikan. Bcberapg Day'éh atau pesaniren vang bekerjasama
dengan lembaga tertentu' memang manyediafcan pendidikan gratis bagi anak-anak

yatim/piatu korban tsunami.

5.1.4. Keadaan keterlibatan publik dalam pelayanan
a. Perspektif Penyedia layanan

_Proses penyebaran informasi layanan “pendidikan. sepénuhnya dilakukan
dengan. memanfaatkan' sckolah dan tenaga pengajar serta -aparatur gampong.

Penglibatan imasyarakat secara . umum dalam pengelolaan layanan pendidikan tidak
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dapat dilakukan sebab masyarakat korban juga tidak dapat diajak secara pro-akti
memikirkan masalah pendicdikan. Hal im1 diakibatkan persoalan vang lebih mendasar
tentang perumahan dan logtstik pun mereka menghadapi kendala yang juga sangat
besar. Sampai-dengan saat i tidak ada mekanisme menampung -pengaduan/
keberatan korban bencapa ‘dalam pelaksanaan layvanan pendidikan bagi korban
bencana- diperoleh vang, diselenggarakan ‘oleh Dinas Pendidikan atau lembaga

lainnva.

b. Perspektif Masyarakat

Hasil pengumpulan “data di-lapangan diketahui-bahwa layanan,pendidikan
yang terselenggara saat i bisa dikatakan tidak melibatkan korban:bencana dalam
merumuskan perencanaan-dan pelaksanaan. “Kalaupun ada keterlibatan penduduk
dalam ‘pembangunan ssarana sekolah tetap hanya sebatas/buruh bangunan yang
dibayar atas jasa fenaganya bekerja.

Secara umum para pengungsi masih belum bisa melakukan sesuatu tindakan
yang ‘menyangkut Ketidak terpenuhinya ‘keinginan. Scbagai- contoh, desakan
kebutuhan penambahan bus angkutan anak sekolah di Barak Seunodon sampai saat
ini belum bisa ditanggulangi. Kewajiban untuk membayar turan tertentu di sekolah
masih dengan pasrah harus'dibayarkan oleh korban bencana untul kelancaran sekolah
anak-anak mereka. Tidak terdapat sarana dan mekanisme mengadukan penyimpangan
atau penyampaian ‘kelubhan ‘menyangkut bal-hal yang memberatkan para“kerban

bencana untuk memanfaatkan layanan pendidikan.
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5.2. Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Bidang Kesehatan
5.2.1. Keadaan ketersediaan pelayanan
a. Perspekiif Penyedia layanan

Hal yang selama ini di lakukan Dinas Kesehatan adalah dengan memfungsikan
PuskesméS, -Puskesmas Pembému, da-n_juga Pos Keschaﬁ}_n_ Satelit yﬁng dfbuat di
tempat-tempat pengtingsi&n. Saat 1m pos ' kesehatan Sateﬁts telah berhenti, karena
programnya ‘dari Dinas Keseliatan Pusat telah habis, sehingga tenaga medis mereka
juga telah ditarik: Yang dilai’-cﬁkan adalah merekrut teriaga. medis Puskesifias untuk
juga m:iakukan kerja pemantauan keli Ii;ng di barak-barak ﬁehg;ngsian, Hal lainnya
adalah dengan terus berkoordinasi dengan LSM yang memiliki program. kesehatan,
terutama untuk- kebutuhan obat, dan juga mciakﬁkan penyensoran.obat-cibat yang
masih dapat dikonsumsi @atau tidak. Dmas Kesehatan juga tefus menyuplaiobat-
obatan “generik, kargna' rata-rata paré peﬁgungsi mengalami- penyakit - bagian
pernafasan dan infeksi. Selm mi yang dirasakan kurang adalah masalah mobilitas,
karena r‘ata;rata amb:t;'lan's_ yang dimilﬂi_i telah berumur 12 f4*tahun, dan banyak
yang telah memprihatinkan. Untuk pelayanan kesehatan masih juga dirasakan kurang
terutama untuk_lenaga spesialis_penyakit dalam dan yang terkait de-ﬁgan penyakit
yang berhubungan dengan pembuluh darah. TR

Tidak diperoleh \informasi tentang besaran anggaran | vang fersedia untuk
penyelenggaraan layanan keschatan yang khusus untuk pengungsi. Metmasuki tahun
2006, tig‘_ak ditemukan adanya laydnag kesehatan F'huSus yang bcr’ikaﬂ oleh LSM

kepada-para korban bencana,
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b. Perspektif Masyarakat
Program layanan kesehatan vang tersedia bagi korban bencana hanyalah

program penycdiaan pos pelayanan kesehatan satelit dan posko-posko keschatan yang
diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tertentu seperti BSMI, :BSMM dan
sebaga’iﬁya. Untuk_para 'k-orbﬁn yang ‘masili tinggal di __:_tcndz;t- (Kasus Bayu) juga
disediakan Iayanan_'-penyémprotan serahgga“dan nyamuk-:yang' menjadt veldbr bagi
penyakit_tértentu,_Proses penyétnprotan di tenda dilakukan dalamr-kurun ﬁaktu dua
minggu _sekali “dan sepefnhinya dilakukan”olech OXFAM. Terh'iuu.lg tanggal 1
September 2005, opgrasionalisasi posl{n Keschatan satelit-secdra resmi dihentikan,
Selain posko kesehatan, lﬁyanan._posyandu jﬁga mulai ‘diaktifkan di'beberapa barak
pengungsian. '

| ‘Keberadaan poe kesehatan salé_lit_ oleh semua iﬁfoﬁnan dirasakan sangat
membantu. Hanya saja keterbatasan sarana,..scperti ambulans \menjadi keluhan di
beberapa bara?c yang letaknya__jauh dari pus_kcsm_a_s- di pusat_kecamatan. Ini
dikarenakan menurut pata 'I;orban senfx fifibulans distagakan di Puskesmas dan
bukan di Pokeslit. Tidak: hanya itu, di béberapa posko keschatan yang dikelola oleh
pemerintah.adakalanya petugas- tidak tersedia I'Isctiap saat sehingga -.'penanganan
beberapa kasus keséhatan__m_eﬁjadi .ierla'ﬁlbat‘_ _

. Olch beberapa informan diungkapkar bahwa sering sekali muncul keluhan
bagi mereka yang berobat ke pos'keschatan menyangkut jenis obat yang diberikan.
Untuk semua jenis-penyakit, jenis obat yang dibeﬁ‘kan dalam pandangan para korban
cendefut_ag sama. Denéan :berhentinya pos._késebatan satelit béropcrasi, maka sebagian

masyarakat, merasakan kesulitan dalam’ memperoleh cpelayanan pertama dalam
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penanganan penyakit yang diderita. Keberadaan pes kesehatan sateht dan posko
kesehatan yang dikelola oleh lembaga diluar dinas kesehatan dirasakan oleh
penduduk masih perlu dipertahankan. Hanya saja mereka menilai bahwa kualitas
layanan juga harus ditingkatkan. Inisiatif dan kontribusi masyarakat dalam
mendukting layanan kesehatan sejauh im tidak terlihat ada-dan inrjuga diungkapkan

oleh sebagian besar informan.

5.2.2. Keadlaaun keferjangkauan pelayanan
a. Perspektif Penyedia layanan

Terdapat pamflet dan leaflet yang‘menganjurkan tentang pentingnya menjaga
kebersihan dan kesehatan tubtth, menggunakan air minum vang dimasak «dan pesan-
pesan’ yang terkait dengan sanitasi, bahaya“ penyakit endemik; dsb. Selebihnya,
informast tentang layanan kesehatan tersebar melalui mulut ke'mulut.

Sampai saat im biaya yang dikeluarkan dalam menerima layanan kesehatan
biasanya berkenaan dengan pembiayaan-atas jenis obat-obat yang tidak disediakan
secara gratis dan untuk keperluan operasi; serta.diagnosis yang memerlukan peralatan
mahal dan tidak terdapat di Puskesmas, sehingga harus merujuk ke rumah sakit.
Untuk pelayanan dasar yang dikelola oleh pemerintah dan-atau L.8M/lembaga asing
tidak memerlukan biaya tainbahan. Lokast pusat dan atau posko pelayanan ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan rasio pengungsi serta ancaman penyakit endemik yang

mungkin terjadi.
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b. Perspektif Masyarakat

Informast mengenai keberadaan layanan kesehatan sebagian besar diperoleh
melalui brosur/poster serta pengumuman yang ditempel di beberapa tempat. Namun
demikian informasi utama tentang keberadaan layanan diketahui dari adanya posko
tetap dari tim kesehatan yang memiliki ciri” khas Imnbé_ng seria atribut lainnya.
Pengga’l.ian data di lﬁpahgan diperoleh kenyataan bahwa '1509 pelayanan kesehatan
(apakah pos kesehatan satelit alati‘bukan) dalam.operasionalnya tidak membebankan
biaya képada para .pengungsi.. Keberadaan p()skd pelayan'an kesehatanl yang “dekat
dengan- titik/barak pengungsian menjadikannya mudah terjangkau oleh siapapun.

Akibatnya tidak ada keluhan menyangkut lokasi posko keschatan.

5.2.3. Keadaan keseraraan pelayanan
a. Perspektif Penye&iﬂ layanan

Sampai dengan saat_ini pemberian layanar kesehatan tidak’ memberikan
kekhususan. pada korban bencana keéu@li pelayanan berbeda bagi para penderita
Lepra., Hal ini dikarenakan penyakit jenis ini memiliki karakteristik penanganan bila

dibanding dengan penyakit lainnya.

b. Perspektif Masyarakat

Pelavanan yang diberikan oleh para petugas'di- posko kesehatani'satelit oleh
mayoritas informan bisa dikatakan fidak pilib bulu atau tidak bersifat diskriminatif.
Secara ~umum mereka- merasa bahwa: ti’d#k ada kelomﬁok masyarakat “yang

diistimewakan dan dipersulit ketika mercka datang ke posko kesehatan yang ada.
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Pelayanan posko kesehatan vang ada di barak pengungsian cenderung bersifat umum.
Akibatnya penanganan dan pelayanan yang diberikan adalah sama termasuk untuk
kelompok masyarakat rentan {orang cacat, orang miskin, anak-anak, ibu hamil di).
Namun demikian terdapat beberapa program keschatan khusus untuk kaum 1bu
terutama yang lagi hamil dan menyusw dan biasanya dilangs.tmgl;_a.n di Posyandu dan

bukan di posko keschatan.

5.2.4. Keadaan keterlibatan publik dalam pelayanan
a. Perspektif Penyedia layanan

Bagi masyarakat pengungsi. yang selama ini ditangani dengan Pos Kesehatan
Satelit seémua layanan dapat. diakses: secara gratis."Sedangkan layanan’rujukan di
rumah ~sakit saat ini hanis disertai dehgah surat keterangan -tidak mampu. atau
pengungsi  untuk mcndapalkan_ pembebasan, pembayaran. Sejauh ini mekanisme
layanan yang, iersedia dirasakan telabh mampu mengakomodir kebutuhan semua
kelompok masyarakat.

Selama im sinyalémen penyelewengan biasanya hanya dipublikasikan metalui
media. Sedangkan pos pengaduan khusus atau layanan yang meneruma keluhan
menyangkﬁt ketidéknyamanan dan penyimpangan dalam proses pelayanan keschatan

belum tersedia.

b. Perspektif Masyarakat
Operasionalisasi posko dan layanan kesehatan cendenung tidak melibatkan

masyarakat secara aktif kecuali himbauan untuk- aktif melaporkan keluhan-keluhan
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kesehatan yang muncul ke posko keschatan.

Pelayanan kesehatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan keinginan
korban bencana tidak bisa sepenuhnya diprotes oleh para korban bencana sendiri.
Hanya saja keluhan mengenai adanya pelayanan kesehatan yang kurang meyakinkan
hanya sekedar ungkapan namun tidak kuasa untok ditindak]aﬂj uti. -

Semua informan yang diwawancarai tmengaku tidak’ mengetahui apakafh ada
mekanisme-atau-sistem pengaduan khusus vang diperuntukkan bagipenanganan

keluhan menyangk pers_oalan layanan Kesehatan di barak-barak pengungsian.

5.3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi di bidang Pernmahan dan Air Bersih
53.1. Kea'daa.n ketersediaan pelayanan
a. Perspektif Penyedia layanan

Sampai dengan akhir tahun 2005, layanan perumahan yang disediakan oleh
penyedia- layanan (pemerintah,_dan LSM) _un_tu_k korban benc’anﬁ di Kota
Lhokseumawe dan Aceh Utara diantaranya _bei'upa bant.uan' tenda, barak pengungsi.
Bantuan perumahan yang' berupa tenda memang scbagian besar hanya ditemukan di
wilayah Aceh Utara seperti di Kecamatan Seunodon dan Syamtalira Bayu. Walaupun
demikian,.memasui(i' tahun 2006, seﬁa’gian besar béntu‘an perumahan yang berupa
tenda“tidak ditemukan lagi pada konsentrasi pengungsian kecuali pada beberapa
lokasi yang sifatnya individual, itupun dalam jomlah yang sangat sedikit, ‘Adapun
layanan .perumalia}n yang berupa penyediaan barak pengungsian dapat ditemukan di
semu#_ kecamatan yang ferkena bencana baik di dalam v;’iiayah Kota Lhokseumawe

maupun Kabupaten Aceh Utara. Khusus untuk kota Lhokseumawe, terdapat dua
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barak pengungsian yaitu Barak di Mon Geudong dan barak di Blang Mangat.

Sampai dengan saat mi program yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan
beberapa LSM di bidang perumahan adalah perbaikan dan pembangunan kembali
pemukiman penduduk yang terkena tsunami. Seca:a umum program perbaikan dan
pembangunan rumah: antuk” korban yang dlrencanakan oleh pemerintah belumlah
berjalan hal ini dikarenakan persoalan belum adanya anggaran yang “cair”. Sebagai
contoh diungkapkan oleh salah seorang staf pada _di’nas-'pembcrdayaan masyarakat
gampong: dan sosial; bahwa. pémeﬁhtah mclalui' dinasnya ﬁ:la__h menganggarkan akan
memhaﬁgun perumahan khusus bagi penderita lepra/kusta, di gampong Kuta Krueng,
Kec. Samudera dengan anggaran sekitar 2 milyar Rupiah. Hanya saja sampa saat ini
program __i'tu masih menunggu pencairan dana serta menunggu realisasi jany sebuah
LSM yaﬁg juga bere11canar--ﬁkan membangun kembali sebagian-d'ari pemukiman para
penderita lepra. Hal ini agar mereka yang menderita Icpra. mendapatkan pelayanan
khusus sehingga tidak dianggap sebagai orang yaﬁg; _t’érd_iskriminasj termasuk dalam
fasilitas p.cmmahan‘ D1 samiping itu juga dibangun sarana penyedia air bersih dengan
membangun sumur_bor b'éru, setelah akibat” tsunami, baﬁyak -sumux-sumurl yang
menjadi kenng terganggn mata almya Progra:m lamnya adalah penyedlaan air bersih
untuk daerah-daerdh barak yang kekurangan air. Alat pen;emlhan air juga dxperlukan
ketika ditemukan banyak -tempat—tcmpai air“yang kualitas aimya buruk, terutama
akibat kerusakan lingkungan dan'kemarau. Hal-yans sama juga ditemikan di Kota
Lhokseuntawe, Sampai dengan peringatan sétabun tsunami berlalti, tidak satupun
rumah_yang diperuntukkan bagi pengungsi Pusong dibangun. Padahal ménurut

informasi “yang ‘beredar ‘pemerintah Kota " Lhokscumawe dan beberapa ' LSM
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berencana akan membangun perumahan buat penduduk pusong.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara

setidaknya akan ada program pembangunan kembali rumah sebanyak 3401 unit dan

rumah yang akan direhab sebanyak 1387 umt. Sedangkan rencana khusus

pembangunan rumah penduduk Pusong Kota Lhokscumawe dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel. 4. Rekapitulasi Rencana Rehabilitast dan Rekonstruksi Perumahan

di Pusong
_ Dampal tsunamt pada Sektor Parumahan
Gampong 1 2
Rusak. Rusak Rencana

: Blagen P | Déabangensy ._l'r_'glakuna Ketsrangan
Pusong Lama 225 105 110 “Save. The | Pembangunan direncanakan akan dimulai
' ¢! ) [“Children © . [~Maret 2008 dengan ‘kondisi permanen
danh / lipenya adaleh +.36. Lokasi
“pembangunan direncanakan di Gampong
Kandang Kecamatan Blang Mangat

; ~sekitar 3 Km dari Pusong.
Pusong Bany 215 76 86 Save the'| Selisih, ~ wmah  yang/ dibangun
' Chidren diperuntukian ' bagi aparatur gampong

!

dan kemukiman.

Sumber; Aparatur Gampong Pusong

Sampai dengan proses penggahan data di lapangan berakhir belum satipun

rumah yang dibangun’kembali, Tidak hanya'itu.saja, pemerintah Kabupaten Aceh

Utara dan Kota L hokseumawe juga fidak bisa memberi jaminan bahwa semua rumah

akan térﬁangun dalam réntang waktu yang- terbatas.
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Suriber . Doc TALO. 2005

Gambar 6. Kondis: di Salah Sata Tenda Korban Tsunamt di Pusong

Selain perumahan, layanan pemukiman yang juga disediakan oleh pemerintah
adalah’ Barak pengungsian: Hanya saja‘saat“im juga masih /ada penduduk. yang
bertahan tinggal di tenda seperti penduduk 'di Bayu. Seunodon dan Krueng Manee.
Saat im {clah dibangun lebih dari'5 barak pengungsian diantaranya yaitu di Releut,
Samudera; “Tanah ‘Pasir dan Seunodon. ‘Semua barak felah ditempati kecuali barak
yang ada di Reulet. Adapun untuk kotban bencana di Kota Lhokseumawe -telah
dibangun 2. barak yaitu; Barak Mon Geudong dan-Barak Blang Mangat.

Oleh sebagian pegawai pemetintah dan stal L8M. yang diwawancarai serta
didukung oleh hasil diskusi diketahui bahwa sulit sekali untuk mengatakan apakah
telah ada sarana dan prasarana untuk mendukung program’ perumahan. Kalau air
bersih sarana dan prasarananya memang ada dan tersedia seperti adanya truk tangki
air, bak penampungan serta tersedianya jadwal ratin pengisian air bersth di titik dan

barak ‘pengungsian, Hanya saja kualitas dari sarana pendukung: tersebut masili jauh
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dari yang seharusnya. Sarana yang perlu dipersiapkan lainnya untuk program
perumahan adalah anggaran untuk pembebasan tanah, terutama bagi mereka yang
tinggal di daerah vang tidak layak lagi ditempati akibat abrasi atau daerah rentan di
pinggir panta1

Seiama ini dana yang d:butuhkan untuk pembanguna.n pcmmahan tldak ada
yang mengctahm pers:g,_ kecuali anggaran untuk pembangu_n_an perumahan bagi
penderita. lepra sebesar Rp. 2" miliar. Hal i s__aléh satu penyebabmengapa
pembanguhan perimiahan ini menjadi terhambiat. Baik kalangan pgmeﬁﬁtah dan'LSM
sejauh mr tidak pernah melakukan publikasi resmi menyang_‘kut- bérapa besamyé- dana
yang dialokastkan untuk membangun kembali pemukiman yang terkena tsunami.

Kcte'rse:diaan personi'l dalam pemberian --laﬁzﬁnan' selama ni maéih “sangat
kurang. terutama karena Pemda dan dinas-dinas. terkait ttdak pemah mem]klrkan
antiSipas1 penanganan pennasaiahan sebesar bencana tsynami imi, Khusus mengenai
ketcrsedtaan_ =p§rsoml yang m_e_mbenkan layanan di barak pengun_gs:an Jkondisinya
juga sama. Adap@ -p_ersohil' program ﬁm_ﬁh‘an yang dilakpk‘an-oieh LSM sebagian
besar ‘telah tersedia. “Hal ini dapat djlﬁwt dari adanya pengg}inaan tenaga :lokal
(penduduk-g_émpon'g) sebagai tenaga Kerja dan staf pt_sﬁgelola program pémlgahglman

kemba__li’_pemukiman.

b. Perspektif Masyarakat _
Sejauh 'i:ni.-.llayanan _penﬁnahan yang _disediakan oleh /penyedia layanan
(pemermntah dan LSM) untuk korban BEnCaiéa diantaranya adalah bantuan tenda

(Seunoddon, Bayu), barak pengungsi (Tanah Pasir, Seunoddon, ‘Samudera” dan
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Reulet), bantuan perbaikan rumah dan pembangunan rumah. Khusus untuk barak di
Releut, pemanfaatannya tidak maksimal disebabkan berbagat hal. Diantara penyebab
tidak dihuninva barak di Reulet diantaranya adalah posisinva yang jauh dan tept
pantai sehingga sebagian korban bencana yang utamanya hidup dari hasil laut
kesulitan: intuk melakukan aktiﬁtas ‘mercka. Disampin’g __itu, keterseﬁiaan sarana
transportasi dari dan ke lokasi barak juga belum tersedia s"e:ca'ra- maksimal. Bantuan
perbaikan. dan" pcmbangunan_ramah -Sebagian. besar dilakukan -eléh "LSM asing
(donor) bekerja sama denga-n. beberapa. LSM 1okal. Sejauh ini pola ﬁe’léksanaan
bantu,an_-dilakukan dc_ngangcara dimana sata donor membiéjfaif beberapa LSM lokal
untuk melakukan perbaikan dan pembangunan mumah korban bencana di ‘beberapa
gampong.Adajuga. LSM donor yang hanya m_en_lb-.iayai perbaikan dan pembangunan
rumah penduqu hanya untuk satu gampong. Bencana tsunami telah mengakibatkan
banyak sumber air bersih penduduk mcnjédi ti&ak bisa lagi dimanfaatkan.

Bagi p:n_gungsi yang masih tinggal di tenda, tersedianya air bersih masih
sangat te"r'ga.ntung daﬁ bantuan pemeri.ﬁtah- dant beberapa L'SM. Sebagian pengungsi
di barak-mengatakan bahwa bantuan air-bersih memang ada berupa air yang diantar
dengan truk tagki air yang dilakukan oleh PDAM Tirta Mon Pase-bekérjasama
dengan beberapa LSM. Selain bantuan pemberian air bersth secara .la.ng.sung., dengan
menggunakan bak/tangki “penampungan- sementara, di beberapa barak dan’ titik
pengungsian juga ada LSM/penyedia jasa yang niembcfikan bantuan ‘bertipa sumur
bor. Namun démilaan. ada juga pengungsi yang_mas.ih memanfaatkan sﬁmur galian
sebagai-sumber air. écng&ngsi yang ad&j di Barak Tanah Pas:r mengeluhkan soal

ketersediaan air bersih. Ini.dikarenakan jatah'air bersih yang tersedia. tidak mampu
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mencukupi semua kebutuhan, akibatnya mereka harus membeli air untuk keperluan
minum/masak. Hal yang sama juga terlihat di barak pengungsian yang dihum oleh
masyarakat Pusong. Keterbatasan penyediaan air bersih menyebabkan sebagian besar
pemenuhan kebutuhan akan air bersih harus diadakan seadanya. Tidak itu saja, akibat
dari keterbatasan pasokaf-air ini menyebabkan ‘tak jarang para pengungsi: harus

antrianuntuk memperolehnya.

Sumiser - Doc. JALO/2005

Gambar 7. Sugsana di- Tempat Penyediaan Air Bersth di Pusong beberapa
Wakitu Setelah Tsunami
Sejauh 1ni_jumlah bantuan perbaikan dan pembangunan. perumahan belum
sepenuhnya memenuhi kebutuhan para, pengungsi. Ini dikarenakan proses perbaikan
dan pembangunan rumah korban bencana dilakukan secara bertahap. Tidak hanya itu,
sebagan kecil pengungsi juga ada mengeluhkan bahwa program bantuan perumahan
vang diberikan oleh penyedia jasa masih belum ada di gampong asal mereka. Untuk
rumah pengungsi yang telali’ diperbaiki dan dibangun, muncul keluhan menyangkut

kualitas“bantuan yang dibérikan. Masyarakat ‘di Kecamatan Muara Batu ada vang
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mengeluhkan soal papan untuk membangun rumah terkesan asal-asalan. Disamping
itu ada juga penduduk vang mengeluhkan kondisi atap rumah dibangun dari asbes.
Int dikarenakan rumah yang atapnya dari asbes ternyata tidak memiliki plafon
schingga adakalanya serbuk asbes berjatuhan sehingga para penghuninya tidak bisa
meletakkan makanan tanpa-penutup dan bahkan mereka lebih memilih makan diluar
rumah Disamping itu ada juga pengufigsi yang mempersoalkan ketidaklengkapan
ruang rumah yang dibangun’'utamanya menyanpkut-ketiadaan riangan dapur
(bantuan FDH).  Secara wmum kelﬁhan yang pa]iﬁ.g sering muncul adalih jenis
bangunan rumah yang dibangun cenderung t;dak sama bahkan é!eh donor yangsama.
Kenyataan ini tentunya mengakibatkan kecemburuan 'diantara peneruna’ layanan.
~ Sejauh pengamatan yang dilakukan-terlihat baliwa jenis tipe rumah yang dibangun
berkisar fipe 36 dan 42. Berdasarkan h:is.il Wawancara dan EGD di beberapa barak
dan titik pengungsian di pex;oleh infomasi bahwa bantuan air bersih yang ada ternyata
belum sep_cnuﬁﬂya _Bisa memenuht kebutuhan pengungsi akan air bersih utamanya
untuk keperiuan minum dan memasak. Bantuan sumur bor yang ada sejauh ini oleh
sebagiaﬂ besar pengungsi hanya dimanfaatkan untuk mandi, mencuci dan kakus

semata.
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Gambar 8. Rekonstruksi Peramahan yang dilakekan oleh Sebuah LSM

diwilayah Aceh Utara,

Hasil wawancara dan FGD yang dilakukan kepada pengungsi diketahui bahwa
bantuan perumahan dan air bersih yang ada masih kurang. Khusus untuk perumahan,
penguugsi merasa bahwa adakalanya. penyedia layanan hanya datang ‘untuk
melakukan pengumpulanidata jumlah rumah yang hancur dan rusak namun sejavh i
realisasinya-terbatas. Besarnya dana bantuan yang tidak sama dari setiap donor yang
kemudian menyebabkan ‘perbedaan fipe\ dan bahan bangunan:rumah juga: telah
mengakibatkan munctiinya kecemburuan antar masyarakat. :‘Secara umum pengungsi
yang diwawanearai-merasa bahwa proses perbatkan dan pembangunan rumah masih
berjalan Tambat dan tidak ada yang mengatur. I didasarkan mereka atas kenvataan
ada gampong yang ‘rumah penduduknya sebagian besar sedang dalam tahap
pembangunan dan perbaikan sedangkan gampong lainnya termasuk vang bérdekatan

belum ada sama-sekali usaha perbaikan dan pembanglnan.
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Sejauh ini tidak ada ditemukan inisiatif dari masyarakat menyangkut upaya
membantu kelancaran pemberian lavanan perumahan dan air bersih. Kalaupun ada
inisiatif mengatasi kekurangan air bersih masih hanya sebatas usaha konvensional
dimana pengungsi memanfaatkan sumur sebagai sumber air bersih alternatif. Khusus
untuk proses pérhaikan dan pembangunan rumah,l Kontribusi yang diberikan
penductuk masih hanya sebatas pada baﬁfuan tenaga itupun-sangat sedikit ditemukan

ada pengungsi yang dengan rela membangun rumahnya tanpa dibayar.

5.3.2. Keadaan keterjangkauan p‘elayanlan
a. Perspektif Penyedia layanan,

Unfuk ‘masalah program "perumahan sgperti- yang diketahui dan proses
pertemuan besar anta@ pengguna dan p&nyéd’ia layanan adalabh masih sangat kabur
dan tertutup. Masyarékat' _hampir tidak .dapat mcmijiki akses dalam mengetahui
seberapa besar yolume dan tipe-perumahan seperti-apa yang menjadi haknya. Padahal
telah diketahui bahwa Pemda, bersama Dinas Kimpraswil dan PU memiliki tanggung
jawab x___mtuk merealisasikan proyek perumahan-ini untuk empat tahun sebanyak 3000
ruthah, d3R o (ke 2005 telatrdisptulii anggans bersarsa DPRD AGzirHifira untuk
membangun 230 rumah, ﬂa;ﬁum sampadi saat ini belum lagl dilaksanakan. Untuk
masalah-air bersih biasanya-informasi yang diterima masyarakat adalah dari mulut ke
mulut dan fidak ada informasi résmi. Biasanya mereka memanfaatkan bantuan dari
LSM yang kebetulan memiliki‘prografi antuk 'a'ir'bersih. .Adapun fiformas: layanan
perumaban yang diberikan oleh LSM, “proses penyebaran in’formasi‘nya adalah

melalui “aparatur _gampong dan, “‘confact person”, mereka yang ada, di ;gampong
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tersebut. Tidak banya itu beberapa LSM juga memasang beberapa spanduk yang
memuat tentang program perbaikan dan pembangunan kembali rumah di beberapa
sudut desa yang dibantu.

Sejauh_init bantuan pelayanan perumahan dan air bersih tidaklah memungut
biaya. Ka’laﬁpur; ada_hiaya yang masih dibebanfﬁan kepada'para’ penerima layanan
perumahan adalah biaya untuk pembebasan Kapling tanah bagi mereka yang belum
memilikinya’ ‘Diakui oleh *pihak’ pemerintab-bahwa sejauh im- niémang telah
dianggarkan biaya untuk p_embebésan lahan dj-"béberapa lokast. H’a_nya saja kondisi di
lapangan masih belurii berjalan sebagaimana seharusnya. Ketika hal ini ditanyakan
kepada pihak BPN, mei‘eka menyatakan bahwa BPN, sebagai sebuah‘institusi mereka
tidak memilikikapasitas untuk . menentokan harga_kaﬁ}ing. ‘Posist BPN-hanya sebagai
lembaga administratif dan tidak punya fungsi retributit dan apbitlatit

Selama ini penéntuan lokasi layanan ‘air bersih didasarkan pada kemudahan
untuk mengakses dan proses penyuplaiannya. Adapun uni;uk perumahan,
pembangunan rumah kembali sebagian besar fasih dilakuKan di‘lokasi awal fumah
mereka. “Hanya sebagian kecil saja yang dilakukan relokasi pembangunan rumah.
Oleh sebagian-staf LSM yang berhasil diwawancarai diketahui bﬁhwa pada dasarmya
proses_penentuén lokasi rumah yang dibangun_'séialu mcmperﬁmbaﬁgkan kemginan
dart si pemilik rumah Adapun untuk barak,- penentuannya .dilaﬁkukan berdasarkan

ketersediaarn lahan kosong yang disediakan oleh pemerintah kabupaten.
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b. Perspektif Masyarakat

Informasi tentang bantuan layanan perumahan dan air bersih selama ini
diperoleh dari banyak sumber. Bila melihat bentuk proses, maka informasi proses
penyebarannya terjadi secara oral (mulut ke mulut). Sebagian besar informan
mengungkapkan bahwa ke’pala.desa_. aparatur.desa serta tél;oh. masyarakat dan staf
LSM masih mempaka_h a'g_eﬁ penyebar informasi yang utamzh-

Mengénai layanan air bersih, sebagian kecil_'infonnan mengungkapkan bahwa
mereka mengetahuinya dari ada:nya aktifitas truk taﬁgki yang !alu-lalang ﬁen'gisi ‘bak-
bak penampungan. Sejauh ini mayoritas pcngungsi haﬁya. mengetahui  bahwa
penyedia layanan air bersih yang dilakukan dengan cara' mengist bak penampungan
air dilakukan-oleh PDAM Tirta Mon Pase.

Berdasarkan témuan lapangan diketahui bahwa layanan perumahan yang
tersedia fidak semuanya bisa djakses oleh. kor”ﬁ%m bencana tanpa harus mengeluarkan
biaya. Di desa tertentu ditemukan kasus penduduk yang harus membayarkan uang
dalam jumléh tertentﬁ sebagai biaya . bc_mbe_lian kapling tanah,” Walaupun dirasa
memberatkan, namun tetap saja uang tersebut harus diupayakan oloh pengungs: untuk
dibayar dari-pada-mereka tidak memiliki rumah sama sekali. Scdangkan untuk
layanan perumahan y-:»in'g berupa barak pengungst, sejauh ini tidak ada kesulitén untuk
menjangkaunya kecuali barak pengungsian yang ada di Releut. Tidak dihupinya
barak di Releutoleh korban bencana yang berasal ‘dari Krueng Manée ‘disebabkan
lokasi barakyang jauh dari {okasi asal sehingga mienyulitkan mer¢ka untuk mencari

nafkah hidup
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Untuk layanan air bersih, mayoritas informan tidak merasakan kesulitan
menjangkaunya. Hanya saja jumlah air yang tersedia sangat tidak mencukupi
schingga akhirnya penduduk membeli air bersih terutama air untuk keperluan
memasak. Disamping membeli, strategi lain yang dilakukan oleh korban bencana
untuk emenuhi kebutuhan air bersih\ termasuk untuk -memasak adalah dengan

memarnifaatkan sumur galian (kasus di barak pengungsian Seunoddon).

5.3.3. Keadaan kesetaraan pela_vané-
a. Perspektif Penyedfa: lavanan

Jika melihat reéncana yang telah dipersiapkan oleh pemerintah dand'SM yang
bergerak di bidang penyediaan: lavanan perumahan’ tergambar bahwa  diskriminasi
terhadap perempuan; ahak-anak, dan orang cacat tidak |ada. Di barak-barak
pengungsian terdapat hallf-t_émpat pe;temﬁan yang multi-fungsi yang di_gu_nakan untuk
tempat bcrmai'ﬁ bagi .anak-anak dan mengaji bagi perempuan/ibu-ibu: Di setnua barak
fasilitas khusus seperti itu terdapat.

Adapun untuk” rumah atau pemukiman yang telah dibangun tidak diperoleh
informasi dari_pegawai pemeriniah-maupun staf LSM ientang adanya fasititas khusus
kecuali fumah ibadah yang cendcnmg. Rodilpiya masih Seherd Buly. Di_bebsrapa
barak 'péngungsizm, oleh beberapa LSM “memang dibangun-sebuzh fasilitas khusus
vang diperuntukkan -untuk anak-anak yang disebut'dengan taman bermain anak

(TBA) (kasus YEU) dan fasi Iitﬁs Save Area (kasus Save The Childfen).
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b. Perspektif Masyarakat

Para korban bencana yang diwawancarai sebagian besar tidak melihat adanya
pengistimewaan untuk kelompok tertentu dalam mengakses layanan perumahan,
Hanya saja karena sebagian besar bantuan perumahan dilakukan secara bertahap
maka murncul pefsoﬂ_l_an meng?anékut Siapa yang lebihl diprioritaskan ulntul-i'teriebih
dahulu dibantu. Mengatasi kondisi tersebut. di beberapa desa sangat sulit diputuskan
melalui musyawarah akibatnya mercka menggunakan sisiem undian(sepe‘rti- bermain
Julo-jule/ Arisan).”. |

Adapun untuk mengakses pemuk_‘j;nan 'vang berupa Bai‘aik mayoritas informan
tidak merasakan adaﬁYa pengistimewaan kepada kelompok tertentu. Hanya saja barak
pengungsian. yang mayoritas berbentuk panggung belum. Sepenuhnya memperhatikan
kenyamanan bagt peﬁyandang cacat dandnak—anal\ (Hampir semua tangga di barak
pengungsian memiliki anak tangga yang kecil).

Sebagian besar informan mengungkapkan bahwa tidak ada kesuhtan untuk
memp_cr_ﬂlefl layanan. perumahan dan “air ‘bersih. Adapunmasalah yang ‘sering
dipertanyakan oleh ‘para “pengungsi wmicnyangkut pelayanan perumahan adalah
mengapa proses distribusi bantuan perumahan tidak mertata diperoleh oleh korban
bencana. Waktu pcIa_ksanaaﬁ, bentuk perumahannya yang juga tidak serentak dan
sama menyebabkan munculnya kecemburuan Sosial diantara penduduk desa sat dan

penduduk desa laifinya.
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5.3.4. Keadaan keterlibatan publik dalam pelayanan
a. Perspektif Penyedia layanan

Secara umum yang terjadi dalam program pembangunan rumah adalah pola
patronase, dimana para penvedia layanan menentukan model dan media yang
digunakan secara “oforitatif. Tetapi hampir.“seluruh penyedia layanan menolak
mengatakan bahwa “program yang mereka. lakukan tidak ' partisipatif. Mereka
menyebutkan bahwa apabila-unsur-unsur 1) menentukan-tipe rumah; 2) dipekerjakan
sebagai pembuat ‘rumah, 3) diwkefjaican sebagai ..pcmbuat batako, 4) pemasok
material seperti semen; dsb, dan 5) ada pihak Muspika yang ieriibat sebagai pemasok
baik langsung atau tidak, maka, hal tersebut telah dapat dikatakan sebagai pola
pembangunan yang partisipatif.

Tidak ada mekanisme yang baku imenyangkut penglibatan masyarakat dalam
setiap bantuan, sehingga ha.mpir terlihat dl banyak tempat ltlas'yai'ﬂkat_mera_s_a mereka
hanya mcnj'adi-'obj.ei;.(yang kadang menderita) saja dalam proyek perumahan. Kecuali
yang dilakukan oleh ESM MAPAN yang-memiliki proyek perumahan di Pu’uk-Kec.
Samudc;a Geudong, yang melibatkan hampir segala hal dan Sgjak perencanaan,
pelaksanaan; dan-monitoring kepada masyarakat. - Menurut pengakuan penyedia
layanan‘terutama dari dinas pemerintah; jika térus .mengjk.uti. selera masyarakat .maka

tidak akan ada penyelesaian:yang tuntas.

b. Perspektif Masyarakat
'Menurut pengakuan: sebagian besar informan diketahui bahwa dalam proses

pembangunan barak pengungsian, para korban. tidak diibatkan secara, penuh_mulai
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dari perencanaan sampai dengan pengerjaan. Proses pembangunan barak sebagian
besar diserahkan kepada kontraktor. Namun demikian di beberapa barak pengungsian
ada korban bencana yang dipekerjakan sebagai buruh kasar harian untuk membantu
pengerjaan barak.

Keterlibatan korban bencana’ .dalam proses péfbai.kan. 'dﬁn petﬁbangunan
perumahan juga tidak j_aﬁh berbeda. i b_eberapa desa; ada’ LSM yang ‘hanya
membangun romah tanpa permah meminta saran _a'tay pertimbangan penduduk yang
menjadi korban apalagi melibatkan +Namun _demikian ada LSM yang merekrut
penduduk/ korban bem_:anz-t untuk dijadikan staf lapangan program perbaikan dan
pembangunan rumah hamun jumlabnya terbatas. Keterlibatan yang lazim ditemukan
adalah bahwa- penduduk dilibatkan sobagai tenaga kerja-yang juga“dibayar untuk
membangun mmahnya_ .Umﬁk beberapa tj_ssa seperti desa Pﬁuk- Samudera,_ penduduk
juga dilibatkan sebagai tenaga kerja untuk m’&nbuat batako denéan upah sekitar Rp.
135/batako. | _ _

'Disamping dilibatkan sebagai teriaga kérja ada juga penduduk yang dilibatkan
sebagai pemasok barang yang dibutuhkan untuk proses perb.aika.nl'-'dan pembangunan
rumah mefalui proses tender terbuka (kasus di Puuk), Namun demikian, di beberapa
desa lainnya yang bértindak sebagai pefnasok a_dzil.a.h alxpafaﬁ;r' MUSPIKA b.ai.k secara
langsung maupun tidak langsung.

Mengenar Keterlibatan Korban bencana dalam’ penyediaan layanan air bersih
sejauh ini tidak ada ditemukan: Mayorifas informan mengungkapkan bahwa kondisi
barak ,yahg mercka tlcmpa'ti saat ini belumiah bagus. Akan tetapi karena mereka

belum memiliki pilihan lain maka tinggal di barak adalah hal lebih baik dari pada



120

tinggal di tenda. Ketidak nyaman barak dengan segala kekurangannya hanya bisa
diterima oleh penduduk dengan lapang dada sembari mereka berharap rumah mereka
di desa asal segera di bangun oleh LSM/ pemerintah.

Adapun penduduk yang rumahnya telah dibangun namun tidak sesuai dengan
keinginan, mereka juga tidak bisa befb'uat bﬁnyak kecﬁal_i m‘cnéri.ma. Hénya saja
sebagian penduduk Yang rumahnya telah “dibangun merasa bahwa pihak: yang
membangun " apakah LSM -aia ‘fainnya adakalanya tidak berlaku jujur (kasus
masyarakaf desa-désa di Miara Batu) .

| Mengenai pe[ayaﬂah air bersih yang tidak sesuai dengan keinginan, sebagian
besar responden hanya bisa berharap agar segera diatasi namun sering sekali alicrnatif
memanfaatkan suniur palian ‘yang ‘kondisi airnya. tidak: terjamin memfjék?an ‘pilihan
vang | harus diiakukal_‘.\. Sa_rﬂpai dengan saat ini, para pcngﬁngjsi menurut may;m:-__itas
informan. tidak mampu berbuat apa-apa me;l_yangkut penyimp-;mg__an yang terjadi
dalam pcnyedigan. layanan _p;nnnaha_n dan air bersih. - Mayoritas informan juga
mengatakan bahwa sampai saat ini mércka tidak mengetahui ada atau tidaknya
mckarisme atau lembaga, yang bisa men)_z-alurkan atau meﬁyam]}aikan k‘eluhaﬁ ‘dan

pengaduan mere_:ka menyangkut kondisi layanan perumahan dan air bersih.

54. Proéram dan Layanan Jatah hidup
5.4.1. Keadaan ketersediaan pelayanan
a. Perspektif Penyedia Layanan _
Bata tchtahp. kcbbiadaan Pengungsi| dari bufincke Bukg torustnienipaiami

perubahan. Menurut Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Bina“Sosial, Kabupaten
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Aceh Utara untuk data terakbir bulan Mei 2005, jumlah pengungsi yang menerima
JADUP adalah 32.751 jiwa, dan telah direalisasikan semua. Menurut mereka angka
terakhir vang didapatkan sekarang tidak lagi mengalami perubahan yang signifikan,
sehingga data bulan Mei atau data terakhir dapat dijadikan acuan. Sedangkan jumlah
pengungsi di Kota Lhokséumawe berasarkd data terakhir bcxjmﬁlah 5600. orang
yang tersebar pada beberapa gampong “Mengenai jumlah-penerima Jadup dr Kota
Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 3. _

S’&ﬁw:pai dengan saat 101, besarnya JADUP‘I yang ditérima oleh setiap pengungst
adalah Rp 3000!orm1g/haﬁ, Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam diskusi
diketahui bahwa JADUP masih diberikan kepada, para pengungsi selama mereka

masih berada. difokasi pengungsian-dan barak.

Tabel. 5. Jumlah Penerima JADUP di Kota Lhokseumawe

f 6 i dumiah penerima debi
“No - Kecamatan/ Gampohg Kepala Kaluarga
) Jiwa
| Kec Biang Mangal : 3
Jambo Titmur = 171 & 686 ~ ( pag
Kuala 798 = | 1182
Jambo Mesjid 535 131
Blang Cut 591 236
Blang Teue" 192, ' 48
Tuncng* : 852 151
Teungoh* 385 96
L o2 "4, Baol* : : 452 ' 113
2 2 Kec. Banda Sakfi ; 2\ /&
Piisong Lama 581 114
Ketde Aceh ' 47 3
Pusang Bam Y 5 364 B2
|~ _ -
[ Gumiab, 66827 114 1328 f

* Gampong tambahan yang diajukan oleh kecamatan kepada Pemko Lhokseumawe

‘Kepastian teritan'g' penyaluran JADUP fepat sasaran adalah dengan

memfungsikan perangkat pemerintahan mulai dari Camat, Koordinator, Keuchik; dan



memakai SPJ, untuk meminimalisasi distorsi dan pengaburan sang penerima. Saat
sekarang sedang diupayakan sebuah cara baru vaitu dengan mentransfer ke rekening,
schingga pemberian tidak terkena efek pungutan oleh aparat yang berwenang dalam
proses penyaluran. Beberapa tempat telah memikirkan ke arah sana, tetap1 belum ada
realisasinya. Cara fainnya ad;'a.'!ah. denigan menyedjakaﬁ kartu pr.;ngungéi dafi. Dinas
Prov. NAD. Adapun untuk ko-ntinuitasﬁya selama ini tidak terjadi. karena menurut
pengakuan pegawai Dinas PMBS; pemberian JADUP terlambat akibat Keterlambatan
pengembalian SPJ_dari kecamatan ke PMBS’ Ranttan. JADUP  terakhis yang
diberikan baru untuk .btﬁan Mei. Setelah itu belum ada. .

Selama ipi pé_r'sonji dalam proses pemberian JADUP telah dianggap cukup,
cuma terkadang mereka meméfl_ukan pengawalan dari pthak keamanan. baik terhadap
keamanan uang tersebut ataupun saat masyarakat_mengin ginkan gengambilan JADUP

secepat-cepatnya, sehingga saling dorong.

b. Pers'pekﬁf Masyarakat -

Korban gempa dan gelombang tsunami yang ada di’ Aceh Utara menerima
jatah hidup (JADUP) baik mereka yang tinggal di kamp, barak dan-di pemukiman
penduduk sesuai dengan dat# yang dibuat, oleh-aparatur gampong-vang bekerjasama
dengan pengurus posko dan para relawan 'di-titik-titik pengungsian, Masalah yang
sering nunecul adalah persoalan pendataan yang tidak akurat, setiap bulannya ada saja
penambahan pénerima JADUP baik di-ingkat barak, gampong dan kecamafan, hal ini
disebabkan karena mqbilitas pendudukfkorbaﬁ jang berpind@-h misalnya korban yang

pulang ‘dari kabupatenyang lain seperti Banda Ac_ch, Meulaboh dan lain-lain. Ketika



ada penambahan jumlah penerima JADUP pihak gampong harus mengusulkan ke
pihak kecamatan, lalu pihak kecamatan mengusulkan ke kabupaten. Setelah itu, pihak
dinas Sosial Kabupaten vang akan mengeluarkan dana. Jadi, jika usulan penambahan
data di usulkan bulan April maka kemungkinan akan dikeluarkan pada bulan Mei
atau bulan Juni. Har‘np‘i-r di seluruh kecamatan.selalu ada penambahan data pcnenma
JADUP; dikarenakan tidak adanya s‘tanﬂaﬁsasi dari pemenntah siapa yang berhak
menerima JADUP dan tidak tuntas/akuratnya péndataan korban tsuniami. Penerimaan
JADUP secara umam tidak membedakan kebutuﬁ%m képada- korban cacat, jéhda_, anak
yatim, - perempuan dan lain-lain, ba;k jumlah. pelayanan. dan mekamsme
penyalurannya yang dilakukan-secara antri di kantor. camat maupur’ di barak<barak
pengungsian.-Pihak Muspika juga tidak menggants transportast pengambifan JADUP
ke kantdr camat di beﬁ@rapa tempat yang ;iiauh dan lokasi pengungsian.

Sampai dcn_gali penggalian data-di lapangan berakhir, korban tsunami telah
menerima JADUP sebanyak 3 kali penyaluran, dalam sekali penyaluran, dibayarkan
jatah wntuk satu bulan.; Jadi, dibandingkan’ dengan 8 bulan para korban tsunami
seharusnya menerima JADUP, artinya JADUP tidak secara rutin diterima oleh para
korban. M‘asyé_ra-kﬁt berharap jADUP sesegera mungkin dapat dis_a‘!ﬁrkan karena
disamping dufasi wakiu pe"_mﬁagialmya sudah lama juga pengungsi tidak memiliki

pengha;i-lan.
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5.4.2. Keadaan keterjangkauan pelayanan
a. Perspektif Penyedia layanan

Secara umum masyarakat pengungsi menerima informasi yang berhubungan
dengan JADUP dari mulut ke_- mulut yang sering sekali bersumber dari para relawan
dan pengurus-pengurus posko.bagi mereka yang menétap di barak dan kamp, bagi
mereka yang tinggal-di kampung info@%i bisanya terpusat di‘warung-warung kopi
vang bersumber dan koran dan aparatur desa atau informasi yang dibawakan oleh
person-person yang pulang dan kota ‘atau mahasi swa yang berasal dari desa tersebut.

Tidak terdap&t ﬁxedia informasi tentang JADUP yang .baik ke masyarakat,
sehingga te;kadang_masyaraka_t memikirkan bahwa memang dana JADUP sengaja
dideposite atau-ditunda unmk_.g-libungal_can oleh aparat'pemerintahan. Tidak ada media
diseminasi informasi yang dapat diaksesoleh masyarakat. |

Menurut Dinas PMBS baik saat FGb atau pun workshop,_ belum terdapat
kejadian penyelewengan .}ADUP Namun dari media massa “terlihat, bahwa
pemotongan JADUP kerap terjadi dan masyarakat  tidak méngerti mekanisme

penuntutan. Contoh, kejadian di Muara Batu, Seunoddon, Tanah Pasir, dIl.

b. Perspektif Masyarakat

Ketika proses penyaluran JADUP dilakukan di kamp, batak dan pemukiman
masyarakat korban tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh para penerima JADUP,
tetapi ketika proses penerimaan J.'A"D'UP dilaksanakan di kantor c-mﬁaf; maka banyak
masyarakat korban harus -mengeluarkan biaya transportasi :ajé_k atau RBT yang

jumlahhya bervariasi tergantung jauh dekatnya kantor camat dengan tempat tinggal
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masyarakat korban. Namun secara umum para masyarakat korban harus

mengeluarkan dan transportasi Rp 5000, - sampai Rp.10.000. -

5.4.3. Keadaan kesetaraan pelayanan
a. Perspektif Penyedia layanan

Rumusan JADUP adalah Rp. 3000, ~x hari x jiwa: pengungsi, tanpa melihat
usia dan bentuk-bentuk seks.dan jenis lainnya, termasuk untuk orang cacat-dan anak-
anak. _Kareﬁa “berbentuk uang, maka sernud pengungsi tanpa melihat | latar
belakangnya memiliki Resempa.tan untuk r-flemenuhi kebuﬁuh;n hidupnya secara
bebas.
b. Perspektif Masvarakat

Tidak ditemukan adanya pengis.tiﬁéivaan bagi kelompok tertentu | untuk
memperoleh JADUP. Demikian juga ha]nyé deng_zm upaya mempersulit pencrimaan
JADUP tidak-dirasakan oleh korban bencana. Hanya saja haru diakni. bahwa
pendudui: yang memiliki ‘uang akan lébih cepat dan lebih ‘muda menerima JADUP
dibandingkan dengan® yang tidak memiliki, vang. Ini dikarenakan adanya biaya
transportasi.yang harus dikeluarkan

Mengingat YADUP, yang disalurkan dalam bentuk uang. ‘maka layanan. ini
jelas bermanfaat bagi semua kelompok masyarakat tanpa pandang bulu Ini diakui
oleh sémua informan’ yang - mengatakan bahwaJADUP dapat dipergunakan oleh

semua orang termastuk orang cacat.
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5.4.4. Keadaan keterlibatan publik dalam pelayanan
a. Perspektif Penyedia layanan

Dalam lingkung penyaluran JADUP belum lagi diidentifikasi kebutuhan
lainnya, walaupun menurut mereka program itu mungkin telah diprogram dalam biue
print. Seiamé ini hanya mnyaﬁaramm saja, dan untuk hé_l. seperti ini pun fernyata
pelaksanaan di lapar-i_gan masih mengalami “banyak hambﬁta'n.- Proses penyebaran
informasi teritang layanan JADUP belum ada sama sekali yang dapat dijadikan acuan,
bahkan pewacanaannva pun u'dék terlihat dari pembcﬁtaan di.media massa :

Selama ini dari Dipas PMBS telah/ membuat kotak saran terhadap komplain
dalam realisasi JADUP dari anasyarakat korban., Hal dain vang dilakukan adalah
dengan mengintegrasikan mekanisme_pengaduan_déﬂgan aparat distnibusi: Tentu saja
hal ini tidak cukup maksimal dan efektif dalam menggali permasalahan. Hal lainnya
adalah' mekanisme pemantauan yang djlakulﬁan LSM, terutama yang bergerak di
bidang good governance sep_e;ti KDK, Darni merekalah diketahu bahwa ada proses
pcnyimpangﬁn yang dilakukan oleh aﬁérat pemerintah dalam menyalurkan JADUP.
Namun secara keseluruhan terlihat permasalahan krusial adalah lemahnya mekanisme
kelembagaan. dan - manajemen; - mengantisipasi kesalahan-kesalahandan kerugian

masyarakat dalam mendapatkan hak-haknya.

b. Perspektif Masyarakat
Menurut pengakuan sebagian besar informan, prose penyaliran dan pénentuan
peneritia JADUP tidak pernah melibatkan korban bencana. Akan tetapi ada kalanya

proses penerimaan JADUP didahului dengan pelaporan diri oleh korban bencana ke
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(Geuchik untuk kemudian dilaporkan ke Camat. Namun demikian secara keseluruhan
proses penyaluran JADUP tidak melibatkan para pengungsi yang notabenenya adalah
penerima JADUP

Upaya yang dilakukan oleh beberapa penduduk untuk menyiasati layanan
JADUP yang minim adalah 'deﬁgan secepatnya 'I.ce.mbali 5éke1ja- afau bahkan dengan
cara menghutang. Beberapa kasus pemoiongan JADUP adai;_alanya disikapi dengan
pasrah (kasus ‘di Muara Batu) namun ada pula penduduk yang melakukan protes
(kasus Sethoddon}: Mekafiiste [}enyampaian pendapat mengenai keberatan. dan
keluhan yang terjadi ‘di seputar penerimiaan-layanan JADUP oleh sebagian besar

informan dikatakan tidak ada dan olelv sgbagtan lainaya dikatakan tidak tahu:

5.5, Pfo‘gram Pelayanan Pénggantian Dbkumen Kepemili'gan
5.5.1. Keadaan Ketersediaan Layanan
a. Perspektif Penyedia Layapan |
Selama ini tidak add program tentang sértifikasi tansh dari Pemda. BPN:t2lah
melakukan pengukuran namun pembuat‘én sertifikasi yang"anggétrannya bersumber
dari APBD sampai saat ini belum lagi cair. Menyangkut pelaya’n_ian. pembuatan
dokumen-identitas diti sepert KTP, hK ljazah dah Surai- Nikah,- s_eniua prﬁsedmya
masih| sama dengan  sebelum Tsunami n;imun memang sudah ada kebgakan
pembebasan biaya terutama untuk’ pembuatan K'TP.
Karéna Sejauh initidak | ada perubahan” berarti menyangkut hiele;anisme
pelaya’ﬁe‘m pcnggantiaq dokumen yang hilang, maka kondisi sarana dan prasarana

juga sudah ada dan menurut. pemerintah daerah, hal itu sudah cukup memadai.
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Berdasarkan temuan Komite Darurat Kemanusiaan (KDK) diketahui bahwa
pemerintah telah menganggarkan biaya sebesar Rp. 2 milyar untuk pembebasan
tanah. Hanya saja informasi dari dinas terkait dana tersebut belum “cair’ schingga
program tersebut belum berjalan. Mengenai ketersediaan personil dalam mendukung
layanan hal ini tentunya dapat dikatakan tidak menjadi sebuah persoalan sebab tidak

terdapat program khusus yang berkaitan dengan layanan pemulihan ekonomi-

b. Perspektif Masyarakat

.Laya.nan pengurusan dokumen.identitas (KTP, IJAZ AH, Kartu Keluarga dan
SURAT NIKAH) dan kepemilikan tanah sejauh ini> masih berjalan apa adanya.
Dalam pandingan informan, proses. pengurusan dokumen-dokumen tersebut tidak
terdapat kemudahan, | Ini dikarenakan prbses pengurusannya- tetap sama dengan
kondist normal sebelum tsunami |

Tidak -terdapat posko-posko khusus yang melayani pengurusan dokumen
identitas (KTP, IJAZAH, Kartu Keluarga dan SURAT NIKAH) dan kepemilikan
tanah. Untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut, para pengungsi harus mengurus
di lokast layanan normal yang sama dengan kondisi sebelum Tsunami,

Pengurusan+KTP tetap dilakukan dengan mengurusnya.di Kantor Camat,
Kantor Koramil dan Kantor Polsek. Sedangkan pengurusan KK hanya dilakukan di
kantor kecamatan. Pengurusan dokumen surat nikah dilakukan tetap di kantor agama.
Oleh sebagian besar. informan. diuhgkapkan bahwa pengurusan Surat nikah”secara
khusus tidak ada. Tidak itu saja menurut| sebagian informan lainnya surat nikah

bukanlah hal yang penting untuk diurus pada saat ini
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Untuk proses penggantian ljazah biasanya dilakukan di sekolah dimanza ijazah
tersebut dikeluarkan, Ttupun bukan penggantian ijazah hanya saja pengeluaran surat
keterangan pengganti [jazah. Mengenai pelayanan penggantian akte tanah sebagian
besar informan menjawab bahwa sampai saat in1_belum ada program khusus yang
berkaitan'dengan kemudahan pengurusan dokunen kepemilikan tanah.

Karena tidak terdapat posko pelayanan pengurusan dokumen secara khusus,
maka kualitas dan kuantitas layanan oleh sebagian besar informan dianggap sama saja
atau tidak terdapat perubahan sama sekali: Sampai saat inf tindakan masyarakat hanya
dapat | mengeluh atas: sikap dan tindakan-tindakan yang  dilakukan oleh pihak
pelayanan pengurusan dokumen. Masyarakat sampai saat ini sangat mengharapkan
perhatian khusus tentang pengurusan dokumen terutama pengurusan KTPodan Akte
Tanah.

Tidak ada yang ‘dilakukan olech masyarakat menyangkut misiatif/dan
kontribusi _-dalam - mendukung layanan kepemilikan - dokumen kecuali. hanya
menunggu pemberitahuan ~ oleh geuchik  untuk setiap program yang telah; di
laksanakan. Dengan Kata lain masyarakat hanya akan bergerak dan melapor jika ada

pemberitahuan.

5.5.2. Keadaan keterjangkauan pelayanan
a. Perspektif Peényedia layanan

Penyebaran mformasi menyangkut layanan pergantian dokumen yang berjalan
saat int-masih mengandaikan penyebaran dari mulut ke niilut. Semua pembuatan

dokumen Identitas (KTP, KK .dan jjazah ) diberikan secara gratis..Adapun proses
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sertifikasi tanah sampai dengan saat ini masth belum ada kebijakan yang mengatur
pembebasan biaya dalam pembuatannya. Karena tidak terdapat program khusus
menyangkut layanan pengurusan atau penggantian dokumen identitas dan
kepemilikan tanah maka pusat/posko pelayanan masih diselenggarakan-pada masing-

masing instansi terkaif

b. Perspektif Masyarakat

Peﬁ)iebé:én -i'nﬁ)rma;s'j menyangkut iaya:na.n pergantian dokumen yang berjalan
saat int masih m'eng&ndalkan prose mulut ke muiut. Semua pembuatan dokumen
Identitas (KTP, KK dan ijazah,) diberikan seécara gratis. Adapun proses-sertifikasi
tanah sampai dengan saat ini masihbelum ada__k_abij-akan.yang mcngatur'pembebasan
biaya dalam pembuata_nnya. .

Karena tidak-terdapat program khusus-:.menyaugkut layanan pengurusan atau
penggantian-dokumen identitas-dan kepemilikan tanah maka pusat/posko-pelayanan
masih  diselenggarakan pada masing-masing instansi terkait.| Tidak ada informasi
yang di peroleh menyangkat program dokumen secara umufn k‘eé‘uali KTp dan KK
dan kantor geuchik. Untuk setiap dokumen yang l_a‘_iﬁnya, masyarakat harus melapor
dulu ke geuchik kemudian keﬁchik akan mcngel;lérkan ;surat. pengantar pefnbua_tan
KTP. | - |

Penduduk vang tinggal di' barak’ pengungsian vang letaknya udak jauh dari
pusat pemerintahan. kecamatah, proses” pembuatan KTP biasanya hanya akan
memakar;i biaya sekita# Rp 30.000 - 60.000 (kasus di Seunoddon, Tanah Pasir), Biaya

yang dikeluarkan ini biasanya. dipergunakan untuk biaya administrasi. di’ Kantor



Camat, Polsek dan Koramil. Namun demikian dan juga kasus dimana tidak dikutip
biaya pembuatan KTP pada beberapa pos. Adapun bagi mereka yang tinggal agak
jauh maka biaya yang dikelnarkan menjad: lebih besar sebab mereka harus
mengeluarkan _biaya tambahan untuk transportasi. Biaya transportasi-ckstra jika
dokumen yang i janjikan tidak selesai tépat waktu...

Adapun untuk- pembuatan dokumen. Iain seperti ijazah ‘memang tidak ada
biaya khusus vang harus dikeluarkan kecuali .biaya_ untuk transportasi_itupun untuk
sekolah yang letaknya jauh .Sedaﬁgkan unnlk-'akie tanah sejauh imi 'bclu:h diketahui
berapa biaya resmi yang harus dikeluarkan. Sampai saat ini menurut pengakuan para
informan. tidak. terdapat posko.pelayanan dokumen, kepemilikan oleh, karena itu
persoalan-apakah- terjangkau atat ‘tidak menjadi m"ésalah penting, »Oleh” sebagian
informap lain dikatakan bahwa mengingd_t proses pembuatan déigumcn dilakukan di
kantor-Kantor yang “terletak di pusat pemerintahan maka layanan pengurusan

dokumen bisa dikatakan sulit difafigkau.

5.5.3. Keadaan kesetaraan pelayanan
a. Perspektif Penyedia layanan >

Pmneiinfah Kabupaten Aceh. Utara dan Kbta Lhoks_euma_.we. merasa bahwa
sejauh |m mekanisme pelayanan menyangkut penggantian atau pembuatan dokumen
identitas serta ke'pe_milikan tanah 'vang hilang atau rusak akibat bencana alam tidak

mengalami kendala:
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b. Perspektif Masyarakat

Tidak ada kelompok khusus yang mendapatkan kemudahan dalam layanan
pengurusan dokumen, akan tetapi siapa yang dapat membayar biaya yang dikenakan
itulah yang akan mendapat kemudahan. Kelompok yang dipersulit tentu saja
masyarakat yang ku’rang m@pu, Iﬁalikan ‘masyarakat berutang Ke tetangganya-untuk
dapat | membuat dokumen kepemilikan ' baru, dengan ‘harapan dibayar ketika
mendapatkan uang JADUP.

Pandangan” mayoritas informan menyehutkah bahwa tidak ada perbedaan
secara individual dalam pengurusan d.okmﬁ_cn. Masyarakat' yang mau membuat
dokumen kepemilikan harus datang melapor ke kantor camat seria Kapolsek, tentu

saja dengan surat pengantar dat Genchik.

5.5.4. Keadaan keterlibatarn publik daiaﬁl pelayanan
a. Perspektif Penyedia layanan _

Proses pelajanan- pengurusan .dan penggantian dokumen sampai dengan
sekarang secara khusus tidak ada yang diperuntukkan untu'k_.- kaﬁm rentan terutama
anak yatim-piatu. Kebijakan pengurusan dokumeén képexnilikan tanah untuk anak
yatim b_iasanyﬁ dilakukan oleh wali dan \_sang'at tergantung pada aparatur.yang
berwenang terutama pihak keuchik dan gampong. |

Sejauh ini tidak ada kefgiatan atau program 'layanan dokumen 'Vang secara
khusus melibatkan penduduk korban bencana kecuali sebagai korban pelapor. Namun

sejauh ini tidak ada kebijakan khusus untuk membuka posko pengaduan.



b. Perspektif Masyarakat

Masyarakat tidak pernah terlibat dalam merumuskan dan melaksanakan
layanan dokumen kepemilikan, masyarakat hanya memadi pelapor sekaligus korban
dart dokumen yang hilang. Sejaub int masyarakat tidak bisa melakukan tindakan-
tindakan.” dalam preses/ .penyelenggaraan’ -penggantian- ‘dokumen. Karenanya
masyarakat hanya bisa mengikuti semua prosedur yang telah ditetapkan tanpa bisa
mengeluh.

Berdasarkan‘hasil temuan lapangan dipéroleh informasi bahwa sampai‘saat ini
tidak ada mekanisme pengaduan berkaitan. dengan keberatan korban bencana

mengenai hambatan dan kesulitan. dalam pengurusan dokumen yang hilang.

5.6. Rehabilitasi dan Rekonstroksi di Bidang Ekonomi
5.6.1. Keadaan ketersediaan pelayanan
a, Perspektif Penyedia Layanan

Setelah tsunami, aspek perekonomian mienjadi aspek yangsangat memerlukan
penanganan yang serius. Hal ini diungkapkan oleh sebagian besar informan yang
berasal dari pemerintah dan aktifis LSM. Sejauh ini-beberapa program pemulihan
ekonomi” yang disediakan ‘diantaranya adalah Bantuan perahu.’dan boat beserta
peralatan melaut untuk masyarakat nelayan dari Departemen Sosial dan beberapa
LSM (JALO, 'Bianglala, Maltesér, Permata, *Save" The  Children, Trdosiar dil).
Pemberian  Modal <Usaha Peternakan. Kambing, Ayam dan /Leémbu (Indosiar).
Pemberian bantuan pertanian berupa Hand Tractor, bibit, pupuk dan perbaikan lahan

pertanian oleh Dinas Pertanian dan FAQ. Perbaikan tambak dilakukan. oleh beberapa
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LSM sepertt OXFAM.

Pemberian bantuan modai usaha produktif seperti bantuan mesin jahit, modal
berdagang dll. Bantuan pemulihan ekonomi yang direncanakan oleh pemerintah
sebahagian besar belum bisa direalisasikan sebab proses pencairan anggaran tidak
berjalan dancar. Adapun bantuan pemulihan yang dilakukaa LSM cenderung berjalan
sendiri-sendiri tanpa_ ada koordinasi yang jelas antar lembaga. Sejauh ini -sarana
pendukung_dari” setiap bantuan' 'yang ada juga masih belum memadai- Bantuan
perahwboat tidak disertai dengan perBaikan TPl dan téngkahanfpeiabuhan pehdaratan
ikan yang memadai. Bantuan peternakan juga tidak didukung .o_lich sarana pemasaran
yang jelas dan sebagaimya.

ProSes  transparansi - menyangkut pengelolaan® temyata “masih jauh darni
harapan; Sebagian ler'hbaga' (L.SM dan ﬁemerintah) masih merasa bahwa persoalan
dana dan merupakan hal i'niern yang_tidak ‘layak diketahui publik: Paling tidak hal ini
terlihat dari sul.imya.mereka memberikan jumlah nominal dari setiap_program yang
dianggarkan. Saat ini- salaly satu anggaran bantuan pemulihan ekonomi yang bisa
diketahﬁi publik hanya bantuan boat dari Depsos sebesar Rp. 5 milyar untuk 200
perahu.

Ketersediaan personi menyangi(ut pehduimng kélanCamn program layanan
pemuliﬁan ekonomi dirasakan oleh aparatur- pemda untuk diungkapkan Hal ini
berkaitan dengan-belum terealisasinya sebagian besar anggaran sehingga program-
program yang direncanakan belim bisa dilaksanakan. Dipthak LSM, pérso’m’] yang
tersedia sangat sesuai 'deﬁgan kebutuhan vang diperlukan. Ini dikarenakan cakupan

wilayah kerja LSM tidak seluas dan proses pengelolaannya tidak seluas, pemerintah.
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Kalaupun tidak semua personil LSM mampu berbahasa loka, maka strategi untuk
melancarkan program adalah dengan cara merekrut penduduk setempat sebagai staf

fokal.

b. Perspektif MaSy"arakat .

Berdasarkan temuan yvang diungkapkan para informan bahwa diketahm saat
ini program bantuan pemulihati’ ¢konomi adalah program yang paling sering
dijanjikan" oleh penyedia I'ayanan' batk “dari kélangan ‘pemerintah fnaupun LSM.
Layanan yang berupa banfuan ekonomti diantéranya adalah pembenan bantuan boat
dan peralatan, melaut untuk nelayan (pemerintah, RI-dan” Asing, ‘LSM:Jalo dil),
perbaikan Tahan tambak (Oxfam du-),_ pemberian modal peternakan, baik peternakan
ayam, Kambing dan lembu (Indosiar dil), "ﬁert-‘a-"bantuan modal ﬁsaha produktif lainnya
seperti modz;! berdagang, mod_ai usaha j.ahit' menjahit dan sebagainya. Dari sekian
banyak janjiyang pernah diungkapkan oleh para penyedia layanan, menurut
masyarakat hanva sebagian saja diwujudkan-

Bagi mereka “yang- tetah mcne-l"i.ma ‘bantuan pem‘u]’iha.h ekonomi, Secara
kualitas tidak semua bantuan tersebut memuaskan: Ini-dikarenakan a(hnyﬁ 'kﬁa}itas
dan kuantitas Bannlhn_ yang tidak sesuai dengan ' janji awal pihak ‘penyedia la'_yanan‘
Beberapa kasus vang dianggap penduduk mengecewakan mereka adalah baﬁtuan
peternakan yang dijanjikan oleh pihak Indosiar (kasus'di Muara Batu), bantuan boat
dengan kualitas kayu yang kurang baik (kasus banfuan MENSOS RI) dan sebagainya.

Sedangkan bagi masyarakat yang belum menerima merasa bahwa kualitas dan

kuantitas bantuan. pemulihan .ekonomi masih_sangat_kurang. Mengingat: kondisi
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sebagian bantuan yang tidak sama dengan yang dijanjikan mak sikap kecewa dan
merasa ditipu juga dirasakan oleh masyarakat. Hanya saja gampongkan ekonomi
mengakibatkan mereka tidak begitu mempersoalkan bantuan ekonomi yang ada
tersebut. Respon penduduk yang belum menerima bantuan pemulihan ekonomi tentu
saja ceh&enfng menganggap Bah\va ada_ketidakadilan dalam penyaluran bantuan
ekonomi sebab ada kﬁrban.yang mendapat dan ada pula yang tidak mendapat. Secara
umum menurut informan yang diwawancarai tidak terdapat inisiatif dan kontribusi
berarti dari‘mereka guna me_z_xdﬁlmng fayanan _p'_am:iljhan ekonomi yang ey
Kenyataan ini terjadi karena adanya kekecewaan akibat kualitas dan kuantitas
bantuan yang meoyimpang dar kesepakatan atan janji-awal. Satu-satupya inisiatif
masyarakat -dalam’ membaﬁt_u: penyaluran _bantuin © pemulihan ekonomi . yang
informasinya tersebar secara merata ada_lah‘ dengan melakukan penyeleksian secara
bersama -calon peneﬁ;ha bantuan. Modéi peﬁyeleksia-n penerima bantuan layanan
pemulihan ekonomi saat ini sangat sulit dilakukan secara musyawarah unfuk mufakat.
Akibatnya model pengundian merupakan pilihan yang paling mudah diterima dan

dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan.

5.6.2. Keadaan ketés;fangkauan pelayanan
a. Perspektif Penyedia Iayanan

Sejath +ini’ penyebaran ‘informasi bantuan” pémerintah menggihakan jalur
birokrasi meliputi, ‘dinas terkait, ke kecamatan;, ké aparatur gampong dan kemudian
tersebar kepada masyarakat. Oleh karena itu b#ntuan pemerintah seperti boat prioritas

penerimanya di tentukan olch: pthak kecamatan dan aparatur Gampong. Sedangkan
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informasi layanan pemulihan ekonomi yang diselenggarakan oleh LSM, proses
penyebarannya melalui staf lapangan serta aparatur gampong.

Tindakan pungutan liar atas semua bantuan ekonomi yang berlangsung
sampai dengan saat penggalain data berakhir tidak ditemukan. Akan.tetapi karena
sifat bantuan ekonbmi yang 'éeﬁderung bersifat “revé!v.fng find” maka Beberapa
persen dari setiap hagil usaha produktif .yang- ditangsungkan harus diberikan kepada

pihak pengelola bantuan untuk digulirkan ke kelompok atau penduduk lainnya.

b. Perspektif 'Masyafa kat

informasi mengenat bantuan pemalihan ekonomi tidak tersebar secara merata.
Tidak itu-Saja‘sumber bantuan juga sering tidak-di ketahui oleh korban. bencana
sebab penyalurannya ditan gani langsung h‘leh Geuchik dan aparaturnya.

\Oleh sebagiatl informan  diungkapkan bahyva_ maodel. .pﬁnyaluran. yang
diserahkan langsung ke Geuchik mengakibatkan hanya orang-orang, yang dekat
dengan Geuchik sajalah yang akan mengrima bantuan pemulihan ekonomi tersebut
(kasus desa-desa Muara Batu), Selain penyebaran informasi yang terkesan terbatas,
berbagai layanan pémuiihan ekoﬁomi.d'alam proses penyebarannya jtigé..tidak diikuti
oleh adanya tfanspai"an‘si dana Sebagiat’r'bes_ar'in'fonnan mengatakan tidak ditemukan
adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat korban bencana untuk bisa
menerima bantuan pemulihan ekonomi. Hanya saja proses pembagian bantuan sering
sekali hafiya dilandaskan pada kedekatan dengan apafatur gampong atdu pihak

pemberi bantuan dan bakan berdasarkan prioritas yang paling membutuhkan.
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Mengingat sebagian besar bantuan ekonomi bersifat Revolving Fund, maka
hasil keuntungan dari usaha yang dibantu harus disisihkan sekian persen sesuai
dengan kesepakatan untuk kemudian menjadi dana yang akan diterima oleh pendaduk

yang belum menenima (kasus bantuan boat dari Lembaga JALO)

5.6.3. Keadaan kesetqraan pelayanan
a. Perspektf Penyedia layanan

Meskipun dikatakan bahwa ticia‘k ada pem?lahﬁn, namun dafam kenyataannya
bantuan bagi perempuan masih sangat Kurang ~Padahal perempuan adalah orang yang
paling menderita, Dapat terlthat kondisi tbu-ibu di Seunoddon dan Muara Batu vang
sangat mempﬁ'hatinkan. Akan tetapi sejaub ini memang bantuan yang tersedia masih
lebih berorientasi kepﬁda Kaum laki—laki;"_Nzimun demikian beberapa staf LSM yang
diwawancarai mengatakan bahwa selain ﬁntuk- laki-lak1 ada juga program pcmul'ihan

ekonomi yang diperuntukkan bagi kaum perempuan.

b. Perspektif Masyarakat

Berdasarkan pengungkapan-informan mengenai proses penyalwan bantuan
pemuliban ekonomi, maka fentu saja tériihat baﬁwa keﬁanyakaﬁ.bantuan ekonemi
hanya kan diterima oleh wmasyarakat korban bencana yang memiliki kedekatan
dengan aparatur “Gampong “afau "Kedekatan dengan anggota penyedia layanan.
Kalaupun _ada penduduk yarig merasa ‘dipersulit antuk meneﬁma-layanaﬂ, anggapan
itu sebenarnya lebih kejpa‘dé keluhan tentang tidak terbuka atau tersebarnya informasi

bantuan pemulihan ekonomi yang ada Berdasarkan data-yang ditemukan. di-lapangan
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diketahui bahwa banyak jenmis bantuan layanan pemulihan ekonomi hanya khusus
untuk kaum laki-laki saja. Dalam pandangan informan hal ini mungkin saja
dikarenakan bahwa laki-laki adalah kepala rumah tangga schingga akan iebih batk
pihak [aki-laki saja yang dibantu sebab merekalah yang memiliki tanggung jawab.
Kalaupun ada banfuan k.husus- untuk -perempﬁan‘ sejadlf’ ini masih -hanya
berupa bantuan modal nsaha yang jumléihnya: biasanya juga lebih sedikit dant pada

bantuan nntuk kaum laki-laki.

5.6.4. Keadaan keterfg_‘ba]tan publik dalai;p pelayanan
b. Perspekiif Penyedia Jayanan

Sejauh mekanisme pengidentifikasian kebutuhan miasyarakat hanya dilakukan
secara parsial oleh L§M£lembaga yang .ﬁkan Imenyajurkan bantuan secara mandiri.
Sedangkan pemerintah, séjavh ini mekanisme .per_lgumpu]an data menyangkut
kebutuhan dilakukan dengan menggunakan jalur birokrasi. Menurut hasil diskusi
yang dﬂakukan, beberapa. dinas telah melgkukan survey awal menyangkut kebutuban
apa yang barus dipenuhi oleh penduduk yang terkena tsunami~Sejauh ini diakui
bahwa mayeritas bantuan pchlihah' ekonomi cenderung diberikan kepada orang
yang sehat 'fubuhnya sebab 'pﬁnsip banfuan yang berupa revolving fund dan cash for
work menuntut hal tersebut:

Daldm pengelolaan baftuan ckonomi yang diberikan ada beberapa model
yang diterapkan” oleh. beberapa 1.SM:  Secara” ufum ada LSM _yang fnelib’atkan
masya;akat mulai darl tahap perencanaan, l.)e_i.aksanaan, rﬁon.itoring, dan evaluasi.

Namun yang paling sering adalah perekrutan ﬁntuk tenaga kasar, dan bukan tenaga



140

ahli. Adapun pengelolaan bantuan ekonomi dari pemerintah, penduduk yang

merupakan korban bencana masih hanva berperan sebagai penerima bantuan semata.
Sejauh ini memang tidak tersedia pos khusus yang diselenggarakan oleh pihak

penyedia layanan pemulihan ekonomt yang bertq_gas menerima dan mcnlindaklanj ut

pengaduan atau kebe‘ratan korbén atas banfuan gkonomi yang.ada/ -

b. Perspektif Masyarakat _

Sebagian besar  informan mé;lg_atakan .Bahw.'a' keterlibatan meréka_ bisa
dikatakan tidak terlibatsecara aktif dalaﬁ merencanakan dan-melaksanakan program
bantuan ekonomi. Hal ini diakpi mereka berdasarkan pengalaman bahwa. séjauh ini
mereka hariyalah: penerima bantuan vang sering sekaliudak terlibat dalam proses
pengadiéan bantuan. Kasus bantuan boét nﬁsalnya, diungkapkan oleh scbagi'an
informan bahwa mereka memang ditanyai tenté,ng tipe :boat serta u_lr;ura.n mesin yang
akan digunakan namun dalam peﬂga&aannya mereka tidak terlibat.

Adanya bantuat 'I-ayan.an pemulihan'ekﬁnomi yang tidak sesuai dengan 'janji
yang dib.crikan oleh “sebagian inlbnnan._bias'anya hanya disfkap_i secara diam.
Kalaupun méreké-méngciuh, keluhan ifu hanya diungkapkan diantara méreka saja. Di
beberapa texhbat, bantuan ekoﬁomi yang tidak sesuai biasanya disikapi dengan tidak
menggunakan bantuan tersebut (Mayoritas adalah kasus banfuan ‘boat seperti yang
terjadi di kecamatan Muara Batu, khuSusnya di desa Dakuta)

Adanya keluhan mengenai'kualﬂasdan kuarititas Iaﬁnm p;e‘muliha.xi ekonomi
yang tidak sesuai dengan kesepakatan sering sekali tidak ‘bisadisalurkan sebab

menurut informan posisi korban. jauh lebil rendah dari, pesisi pemberi bantuan, Hal
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int menurut informan juga terjadi karena sampai saat imt mereka tidak melihat adanya
badan atau lembaga khusus vang bertugas untuk menyalurkan atau menyampaikan

keluhan dan penyimpangan untuk ditindaklanjuti.

5.7. Prinsip “Gender, Sensitive” dalamy Proses Kehabinasi dan Rekonstruksi:
Kegagalan di tingkat Implementasi | | - '

Melihat keberadaan dan program yang ditawarkan oleh penyedia layanan baik
ttu LSM maupun pemeriniah di masa rehabilitasi dan tekonstruksi secar umum
diketahui bahwa ide tentang kesetaraan jender menjadi salah: satu prinsip yang
dipegang Ini paling tidak dapat dilihat dari- penjelasan dari perspektif ‘penyedia
layanan menyangkut kondisi-dan proses pemberiani‘l2yanan yang dilakukan Sinergis
dengan gambaran ini, .'SCQfahg staf LSM jfimg’ Kebetulan juga .mr_f:njadi informan dalam
kajian 1 mengatakan:

“Sesuai ~dengan prinsip kebersamaan dan keadilan, maka bampir. semua

program atau layaman yang ‘diberikan ‘oleh iembaga Kami selama masa

‘rehabilitasi  dan’ rekonstruksi ini. telah menempatkan | isu gender sebagai
sesuatu yang hamis diperhatikan. Ide fentang prinsip kesetaraan gender-kan
telah menjadi 15y global, jadi mau gak mau prinsip kesetaraan gender menjadi

hal penting dalam pelaksanaan program yang ditawarkan™ ‘(wawancara, 3

September2006)

Bila melihat uraian pada bagian_sebglumnya maka, dapat puia kita paham
bahwa apa yang dikatakan oleh informan vang kebetulan staf LSM di atas memiliki
kebenaran dari versi penyedia jasa: Pun demikian, hasil wawancara-yang mendalam
kepada aparatur pemerintah dan bebérapa staf LSM yang terlibat proses pemberian
layanan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi menyangkut sejauh mana keberhasilan

dari implementasi. prinsip - kesetaraan gender. menunjukkan indikasi, sebaliknya.
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Walaupun secara idealisme hampir semua informan yang berasal dari pihak penyedia
layanan mengatakan telah menjadikan isu gender sebagai salah satu pertimbangan
dalam memberikan layanan, namun sebagian kecil menyetujui bahwa secara faktual
ide itu tentang kesetaraan gender belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik.

Beberapa hal \yang sccara nyata menunjukkan -adanya indikasi tentang
kegagalan implementasi. program rehabilitasi, dan rekonstrukst yang tidak sensitif
gender dapat dilihat dari:

5 Adanya <layanan pemrriahan ( 'pemuaiienfsementaxa_‘)‘ yang "~ tidak
memperhatikan kebutuhan dan keperluan perempuan |

- Sejauh ini hampir sebagian-besar bantuan, ekonomi yang ditawarkan oleh
pémerintali-dan LSM -hanva diperuntukkai bagi kaum- laki-laki- Hal ini
didasarkan a._s_ums-i' bahwa piha.k yan'g bertanggung jawab dalam eanomi

\_keluarga adalah laki-laki selaku kepa]a keluarga.

- Keter}ibata_ri perempuan —dalam beberapa. —program _rehabilitasi  dan
/ rekonstruksi sering sekali dianggap hanya sebagai akuﬁtas skunder sebagai
pelengkap kegatanlaki-laki, dll.

Kondisi yang menunjukkan bahwa ide kesetaraan gender belum sepenuhnya
berhasil diterapkan dalam pemberian lafana_n__ di xﬁasa reh;clbi_i_itasi dan rekonstruksi di
Pusong .juga diamini ‘oleh-sebagian besar informan perempuan” yang berasal- dan
masyarakat. Keberadaan program vang tidak menempatkan perempuan s¢bagai salah
satu kelonpok Trentan telah menjadi - bahan .perti:mbangan mésyarﬁkat untuk

memberikan pernyataan bahwa layanan yang ditawarkan oleh banyak pihak sering



sekali tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Mengenai hal ini seorang mnforman
vang kebetulan tokoh perempuan menjelaskan:

“Bagaimana mau mengatakannva ya.. seringkali kami dengar bahwa semua

pthak yang memberikan bantuan mengatakan akan melibatkan kami kaum

perempuan secara adil. Tapi, sejauh yang kami rasakan dan mungkin juga
dirasakan perempuan lainnya baik yang.ada“di barak maupun ' yang. masih
tiaggal di Pusong (desa asal) pasti setuju kalau ternyata’ perempuan-sering
sckali diabatkan 'Bantuan ekonomi saja lebib banvak hanya untuk laki-laki
walaupun ada juga yang untuk perempuan tapi jumlahbnya tak sebanyak
bantuan untuk/ laki-laki. Mungkin mereka yang memberi bantuan hanya
meiitiat bahwa laki-laki'adalah pihak yang bertanggung jawab. Jadi, kalau
mereka (laki-laki) telah diberi pekerjaan-sécara otomatis kami, perempuan
akan bisa temafkahi. Mungkin benar kalau laki-laki itu adalah kepala rumah
/fangga, tapi bagaimana kalau ternyata ada rumah tangga yang didalamnya
perempuan semua? Model bantuan ekenomi yang seperti saya bilang tadi kan

jadi tidak bisa dikatakan adil™ (wawancara, 6 Desember 2005)

Upaya mengidentifikasi—hal-hal menjadikan hambatan atas implementasi
prinsip kesetaraan gender dafam progrémi yang ditawarkan oleh pikiak-pihak penyedia
layanan: menunjukkan: beberapa hal diantaranya berkenaan- dépgan pola k.ebij'akan
yang ada disekitar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi utama berkaitan dengan
pembagian wewenang dan pelaksanaan koordinasi. Tidak hanya i, hal lainnya yang
jug disinyalir menjadi  penghambat bagi i_niplemantasi pfograin rehabilitasi dan
rekonstruksi, yang, sensitif. gender juga’ disebabkan olehkondisi« sosial> difana
masyarakat sangat minim menerima tformasi serta terbatasnya kualitas' sumberdaya
manusias yang mampu | menjadi mitra dalam  membantu pényeba:ran ide-ide
menyangkut kesetaraan gender dalam setiap pelaksanaan program layanan.

Pola koordinasi antar banyak pihak yang memberikan batuan yang terkesan
semrawut terutama diniasa awal proses rehabilitasi dan rekonStmkéi menjadi sebuah

bagian yang paling mempengaruhi tingkat kesuksesan rehabilitasi dan rekonsfruksi



144

yang sedang dijalankan di tingkat masyarakat Pemerintah sebagai pihak yang
dianggap bertanggung jawab, dalam banyak hal masih mengalami kesulitan dalam
memainkan perannya. Hal ini sesuai dengan hasil penggalian data yang dilakukan
melalui sebuah FGD dimana seorang aparatur pemerintahan mengatakan:

“Palam kbndi_.si sekarang ini; semua pihak masih terkesan berjalan sendiri-

sendiri. Ini mungKin disebabkan kondisi pemernintahan-di aceh yang juga

masih dalam ‘kondisi yang tidak nomnal. Kenyataan 'yang terjadi hari ini
dimana semua’ pihak yang memberikan bantuan ‘bekerja dengan kebijakan
sendiri “‘memberikan - fayanantelah menyebabkan adanya  prinsip-prinsip
rehabilitasi-_dan rekonsituksi  yang tidak —sepenuhnya bisa - diawasi
implementasinya. Tapr apa mau dikata, masih unturig ada vang memberikan

‘bantvan dan pada tidak? Kalau tidak mungkin kondisi masyarakat kita sudah

lebih parah™ (FGD, 27 Agustus 2003)

Pernyataan di’ atas semakin ‘memperjelas’ gambaran bagaimana, sebenarnya
kebijakan telah” menjadi sebuah ¢lemen yang cukup berpengaruh -pada kemajuan
proses -rehabilitasi dan ‘rekonstruksi yang bérjalan di Aceh ~Pada masa proses
penggalian data lapangan - penelitian- int berlangsung, ~kehadiran BRR (Badan
Rehabilitasi-dan Rekonstruksi) thasih belum terasa, manfaatnya. Berikut ini akan
dipaparkan bagaimana | sebenarnya proses | kbordinasi dan. pgmbagian wewenang
berjalan‘di tengah program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, .

5.7.1. Pembagian Kewenangan dan Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi. .

Wawancara dan FGD dengan pihak ‘pemerintah melalut dinas terkait dan
beberapa: LSM' yvang sedang melakukan program rekenstruksi-dan ' rehabilitasi
diperoleh gambaran bahwa sejauh ini pembagidn kewenangan dan hingkup kerja
antara BRR di tingkat:propinsi dengan pemerintah daerah kabupaten Aceh Utara dan

kota Lhokseumawe tidak tegas. Beberapa pegawai pemeriniahan juga tidak mengerti
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bagaimana BRR melakukan tugasnya di daerah, sebab sejauh mi mereka melihat
bahwa fokus BRR masth di pusat pemerintahan Aceh yaitu sekitar Banda Aceh dan
Aceh Besar. Hal ini juga dapat dilihat dari laporan resmi dalam buletin yang
diterbitkan. BBR pada bulan Agustus yang memuat tentang rencana proyek
rekonstfuksi dan rehabil itasi'vang akan '.dilakukan‘ Dalam "Bn.x_l'etin itu dimuatlbahwa di
Aceh | Utara dan Kota Lhokseumawé 'hanya terdapat- atau” rencana program
rekonstruks) dan rehabilitast, padahal kondisi di lapangan telah faanyak LSM yang
mulai mefaicukzin' program - rekonstruksi dan. rehabilitasi terutama di “bidang
penun.ahan dan ekonomi.

Hasil lain dari-diskusi dan wawancara dengan beberapa perwakilan dinas yang
secara langsung menangani korban: bencana mengingkapkan bahwa dalam. pola
penanganan korban bencana saat mi d_i‘rasakan sering té;jadi kewenangan .yang
tumpang tindih (overldpping). Menurut pihak:. pemerintah, proses rekonstruksi’ dan
rehabilitasi memang harus melibatkan banyak dinas terkait namun dalam kondisi saat
ini pembagian tugas dan lingkup pekerjadn metjadi tidak efektif, Hal ini dapat dilthat
dari adanya tumpang tindih program s¢perti “program penanaman mangrove._o!ch
Dinas kelautan dan perikanan ternyata juga dijadikan-program oleh dinas perkebunan
dan keh:l,_:tana.n- Sejauh, ini 'befmn ada usaha s'pés;.iﬁk dﬂakukan.- untuk ?néngatasi
kemmpa;lgtindihan kqﬁenangan Sebab aplikasi dari praktik 'kewenangan tersebut
tidak berjalan dengan baik.

Buruknya “kondisi Koordinasi‘yang térjalin antara, pihak-pihak pemberi
layanan gialam proses. rehabilitasi dan rekonstruksi secara nyata juga disetujui oleh

masyarakat. Sejauh initerckam kenyataan bahwa pemahaman para informan tentang
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apa itu blue print rehabilitasi dan rekonstruksi saja masih sangat terbatas. Dari mercka
yang pernah mendengar hanya sebagian kecil memahami bahwa bfue print adalah
petunjuk vang harus difkuti untuk melakukan pembangunan ulang di lokasi yang
terkena bencana. Oleh sebagian lagi dikatakan bahwa blue print hanya merupakan
rencana pemerintéh untuk Ifie'mbéﬁgﬂn daerah yang kena bencana. Munculnya sikap
apatis| dari sebagian |masyarakat korban' bencana mengenai perkembangan
unplementasi ' ‘kebijakan seputar’ proses rehabilitasi dan rekonstruksi -menurut
pengakuan ‘sebagian masyarakat karéna yang pdling pénting saat'ini bagi-mereka
adalah bertahan hidup-dan bukan hal lamnya,

Menurut pengakuan pihak pemerintah melalui dinas-dinas terkait diketahui
juga bahwa pihak_ yang paling mcm_iliki potensi ‘kewenangan gntuk ‘melakukan
koordinasi dalam méngattnr dan mengawaéi proses rekonstruksi dan rehabilitasi yang
sedang berjalan saat ini d: tingkat kabupéj,en l;ota adalah BAPPEDA. _Ha! yang sama
juga diungkapkan oleh kalangan 1.SM, Hanya saja olch kalangan LSM diungkapkan
bahwa' bagi meréké,_ kewenangan uﬁtuk melakukan koordinasi dilakukan” oleh
pemeﬁ;itﬂh secara umum, tanpa mcnycbui_. badan atau institusi apa yang menangani
secara spesiﬁk o

Berdasarkan pengamatan dan “didukung dengan “hasil ‘wawancara dengan
beberapa staf LSM, diketahui bahwa selama-ini pihak yang ‘cenderung berwchang
dalam menyukseskan atau menghambat program rekonstruksi dan rehabilitasi adalah
pihak MUSPIKA " Di tingkat -aplikasi-program; séjauh ini. banyak LSM yang hanya
melapor ke Keuchik dan melampirkan temﬁusan ke Pihak .kecmnatan.»‘ MUSPIKA.

Akibatnya di beberapa desa terkesan, pihak kecamatan memiliki kewenangan yang
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iebth untuk mengontrol pelaksanaan program utamanya program perumahan. Ada
kasus dimana Pihak MUSPIKA (Camat, Koramil, Polsek) terkesan memaksa LSM
pemberi bantuan agar dibert jatah untuk menjadi pemasok Material bahan bangunan.
Tidak itu saja ada juga kasus MUSPIKA meminta “jatah” vang dalam jumlah tertentu
untuk set.iap.rumah yang dibangun. Sebagian LSM vang diﬁ{awancarai merasa-bahwa
mereka: masth belja}ﬁn séudizi. Akibatnya ada desa kebuiﬁhtui penduduknya tidak
terpenuhi karéna keterbatasan LSM. Akan tetapi karena desa itu telah ada LSM yang
“mengklaim™ sebagai lokasi .'pfogram mereka maka LSMain juga tidakl mau masuk
ke desa tersebut sebab fakut dianggap mengganggu kavling wilayah kerja lembaga
lain

Guna membangun koordinasi yang saat ini tidak berjalan, maka ‘'vang paling
penting’ dilakukan adalah membangun Komunikasi antar multi-siake holder uniuk
mencegah tumpang iindihnya program dan sénjangn.ya program bantuan di daerah
fain. Koordmnasi juga berperan sebagai clearing dan. information ceptre yang
menjelaskan dan meéngonfirmasi kebﬁmhan_masyarakat sesuai dengan kebutuhan
mendesak yang perlu“segera menjadi prioritas. Koordinasi juga mempercepat proses
pembangunan agar tidak terhambat oleh masalah penzinan, administrasi, assessment
yang berulang kali, like of disiike berkaitan dengan kedekatan pendonor atas daerah
bantuan (bisa jadi karena berasal daerah-dacrah yang sama atag masalah subjektif
lainnya), distorsi anggaran pembangunan juga sékaligus’ pencegahan ‘pemborosan
anggaran karena ternyata program yang akan dilaksanakan telah dilaksanakan oleh

instansi atau lembaga tertentu. Hal yang juga sangat dipentingkan dalam koordinasi
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adalah masalah ketertiban dan legitimasi database yang dapat dijadikan rujukan
bersama.

Level koordinasi yang paling utama adalah di tingkat kabupaten/ kota, antar
dinas dan LSM. Selama ini hubungan antara pemda dan LSM tidak teqalin begitu
baik. Namun diharapkan juga melibatkan pard pemimpin i tingkat dcsa,l sehingga
pola pembangunan yang partisipatif dapat'terjadi. Di tingkat desa pola koordinasi
dengan melibatkan minimal geuchik sebagai 'apara_t. pemerintahan"désa,__ selanjutnya
dapat menggunakan aparat-aparat pemerintahén subordinasi, ‘hingga maSyarakat
sebagai partisipan dan pengawas lapangan

Penglibatan _pertama ~ada - pada mudti stakeholders “yang  ménentukan
kewenangan-apa saja yang seharusnya diembannya. Kedua, adalah division of labour
terkait dengan siapa _meiakukan apa dalam- proyek pcmﬁang‘u_;ian. Ketiga, MOU
dengan masyarakat korban scbagai pcngéuna layanan / tentang proyek yang
dijalankan, .Ke-e;npat, monitoring dan-evaluasi pelaksanaan program di Japangan yang
menempatkan BAPPEDA' sebagai lembaga terfinggi yang bertangeung jawab dalam
melaksanakan awditing. i samping ity proses monitoring | dan evaluasi . juga

melibatkan instanst penyedia layanan bersama masyarakat.

5.7.2. Akses informasi dan Keterbatasan Sumberdayal Manusia: Masalah
Umum Perentpuan Korban Bencaua

Bila - melihat permasalahan - yang menghambat proses rehabilitasi dan
rekonstruksi  di tihgkat masyarakat Korban, sebagian besar/ berupa minimnya

informasi serta rendahaya kualitas sumber daya manusia. Kedua hal ini adalah bagian
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kecil dari gambaran umum permasalahan vang dapat dijumpa: pada sebagian besar
tempat yang terkena bencana termasuk wilayah Pusong. Minimnya sumber informasi
yang dapat diakses telah menjadikan sebagian masyarakat terutama perempuan
menjadi bersikap defensif atau_hanya menunggu saja. Akibatnya banyak program
layanan -yang dilakukan ‘oleh banyak pihak menjadi tidak, terakses. Keterbatasan
sumber informasi i pulalah yang telabh menjadi penyebab kegagalan implementasi
ide-ide kesetaraan gender diterapkan dalam pregram rehabilitasi-dan_rekonstruksi
yang berjalan. Pemyataan ini didasafkan pada ke’nyéiaan bahwa banyak masyarakat
tidak mengetahui hal-hal apa yang scharusnya diterima oleh laki-laki dan hal-hal apa
yang seharusnya ditérima. oleh perempuan. Banyak: sekali bantuan-batuan yang
diprioritaskan untuk oleh perémpun pada akhjmya haros diserahkan kepada [aki-laki
akibat ketidakmampuant k'au.m perempuaflﬁ mén_gakses informasi yang ada.

Sejalan dengan keterbatasanluntﬁk mengakses sumber informasi, _renda’hnya
kualitas sumberdayﬁ perempuan dibanyak tempat telah menjadikan, pengawasan
terhadap program rehabilitasi dan rekonstruksi agar memperliatikan perempuan
menjadi-lemah. Untuk kasus Pusong saja, sedikit sekali atau kalau boleh dibilang
tidak ada perempuan Pusong yang direkrut untuk menjadi sukarelawan LSM
mengingat ketatnya seleksi antuk menjadj rclawaf! LSM. .Rep'dahn'ya sumberdaya ini
tentumyé bukanlah akses langsung dari bencana namun merupakan scbuah akibat
yang lahir dari-proses sebelumnya “Wawancara képada sebagian ‘besar perempuan
menunjukkan kenyataan bahwa pe'ndi'dikan bagl perempuan Pusong belumiah
menjadi-.hal yang penﬁ_nig.-. Hal yang sama'jjuga-'ditemukan pada masyarakat di d#erah

lain yang terkena bencana.
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Kualitas sumberdaya yang rendah ini memtliki kaitan yang kuat pula dengan
kemampuan untuk mengakses informasi. Mengenai kualitas sumber daya manusia
dan kemampuan mengakses informasi ini diceritakan oleh seorang perempuan
sebagai berikut:

“Macam manalah kami bisa mengetahui informasi seputar bantuan yang.ada.

Selama inikan, informasi itu biasanya disebarkan melaluikoran, pengumauman

dan computer{internet). Walaupun ada jugalah vang disebarkan dari mulut ke

mulut. Kami /(perempuan) yang sudah, tua inikan sebagian besar sulit
membaca, jadi manalah bisa kami mengetahui bantuan apa yang ada untuk
kami. Kalay mereka{perempuan) yang. muda mungkin masil - bisalah
mémbaca fapiitu tadi; laki-laki biasanya pasti lebth cepat memperoléeh sebab
kadang kala mereka tidak punya pekerjaan iain. Kamni jini; cobalah liat! masih

harus mengurus suamilah, anaklah: dan diri sendm” (wawancara, 12

Nopember 2006) |

Pernyataan di atas tentu menjadi dasar yang kuat untuk mengatakan bahwa
kegagalan impleméntast pﬁnsip—prin'sip kesetaraan gender y:ing berasal. ‘dari
masyarakat lebih di'sjeb'abkan oleh tidﬁk adanya kemampuan. untuk mcngalcses
informasi yang disebabkan ofeh kualitas smnberdayé yang rendah.

_Sgb'a'gién besar informan perempuan Yang telah mampu faembaca mengakui
bahwa ‘mereka malas membaca informasi atau hal seputar proses rehabilitasi dan
rekonstruksi., Mereka lebih-memilih menyibukkan diri untuk menguriss rumah .tahgga
mereka. Wa!aupun demikian,.-mereka  menolak. untik . mengatakan- dirinya . tidak
bcrusaha untuk menjangkau layanan yang dlsedlakan untuk korhan Perasaan rendah
diri dan keengganan untuk bersaing dengan laki-laki dalam mengakses bantuan yang
ada masih munctﬂ di din-sebagian besar peré'mp_uan Kenyatéan ini jelas
menunjukkan dominasi; katm pria telal. me¢nghambat implementasi program yang

sensitif gender untuk dilaksanakan.



